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P   U   T   U   S   A   N
Nomor :  119/G/20 11/PTUN- JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  yang  memer iksa ,  

memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  pada  

t i ngka t  per tama  dengan  acara  biasa ,  memutuskan   sebaga i  

ber i ku t ,  da lam sengketa  anta ra  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PT.  DANAU MASHITAM,  suatu  Perseroan  Terbatas  yang  did i r i k an  

berdasarkan  hukum  Negara  Republ i k  Indones ia ,  

berkedudukan  dan  berkan to r  pusat  d i  Gedung 

Adi ta r i n a  Lanta i  1,  Ja lan  Bangka  Raya  No.33  A,  

Kelu rahan  Pela  Mampang,  Kecamatan  Mampang 

Prapatan ,  Jakar ta  Sela tan - 12710,  yang  da lam hal  

in i  d iwak i l i  o leh  Toga  Parma  Si tumorang ,  Warga 

Negara  Indones ia ,  Peker jaan  Di rek tu r  PT.  Danau 

Mashi tam,  berdasarkan  Akta  Pernya taan  Keputusan  

Para  Pemegang  Saham PT.  Danau  Mashi tam  tangga l  

31  Oktober  2008  Nomor  2  dibua t  d ihadapan  

Salmia t y  Hadj i d j ah  Mut ia ra  Mokogin ta ,  S.H. ,  

Notar i s  d i  Bogor ,  yang  mewaki l i  Di reks i  dar i  dan  

oleh  karena  ber t i ndak  untuk  dan  atas  nama PT.  

Danau  Mashi tam,  da lam  hal  in i  member i  kuasa  

kepada  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Dra.  RISMA SITUMORANG, S.H.  

M.H. ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. HERIBERTUS S.  HARTOJO, S.H. ,  

M.H.  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  1 dar i  89 ha l  Put .  No.  119/G/20 11/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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3. CHRISTINE NHAZZIA AGUSTINE,  

S.H. ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. RENOLD PARENTINO,  

S.H. ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Yang  se lu ruhnya  berkewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker j aan  Advokat  dan  Konsu l t an  Hukum  pada  

Kanto r  Hukum  RISMA  SITUMORANG,  HERIBERTUS  & 

PARNERS,  bera lamat  di  Ja lan  Antara  No.45  A,  

Pasar  Baru ,  Jakar ta  Pusat  10710,  berdasarkan  

Sura t  Kuasa  Khusus  Nomor  :  18/SK/RH&P.VI /11 ,  

tangga l  10 Jun i  

2011,  untuk  se lan ju t nya  disebu t  sebaga i  

PENGGUGAT; - - - - - - - - - - - -

M E L A W A N   :

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK 

INDONESIA; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Berkedudukan  di  Gedung  Manggala  Wanabhakt i  Blok  

I  Lanta i  3,  Ja lan  Gato t  Subro to ,  Senayan,  

Jakar ta  10270,  da lam  hal  in i  member i  kuasa  

kepada  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

1. KRISNA  RYA,  S.H. ,  

M.H.  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. SUPARDI,  

S.H. ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. GUNARDO  AGUNG  PRASETYO,  S.H. ,  M.Hum.,  

C.N. ; - - - - - - - -

4. DARSONO  SUTRISNO,  S.H. ,  

M.Si . ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Drs .  AFRIDIAN  LUTOIFI ,  S.H. ,  

M.Hum.; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. M.  ZAENURI,  

S.H. ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

7. HERDIANTO,  

S.H. ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

8. JOVAN  JULIAWAN, 

S.H. ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Kesemuanya  Warga  Negara  Indones ia ,  Peker jaan  

Pegawai  Kementer i an  Kehutanan  R. I . ,  yang  

berkedudukan  d i  Gedung  Manggala  Wanabhakt i  Blok  

VI I  Lanta i  3,  J l .  Gato t  Subro to ,  Jakar t a  Pusat ,  

berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  Nomor  :  

KS.17/Menhut - I I / 2011 ,  tangga l  18  Ju l i  2011,  

untuk  se lan ju tn ya  disebu t  sebaga i  

TERGUGAT ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  3 dar i  89 ha l  Put .  No.  119/G/20 11/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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- - - - - - - - -

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  

te rsebu t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  

membaca : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jakar t a  Nomor  

:  119/PEN- DIS/20 11/PTUN- JKT,  te r t angga l   27  Jun i  2011 

ten tang   Pemer iksaan  Perkara  dengan  Acara  

Biasa ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jakar t a  Nomor  

:  1190/PEN/20 11/PTUN- JKT,  te r t angga l   27 Jun i  2011 ten tang  

Penunjukan   Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa  dan  memutus  

perkara  in i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Penetapan  Hakim Ketua  Maje l i s  Pengadi l an  Tata  Usaha Negara  

Jakar ta     Nomor  :  119/PEN- HS/20 11/PTUN- JKT,  te r t angga l  

28  Jun i  2011 ten tang   Penetapan  Har i  Pemer iksaan  

Pers iapan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

- Penetapan  Maje l i s  Hakim  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

Jakar ta  Nomor  119/G/2011 /PTUN- JKT,  tangga l  16 Agustus  2011  

ten tang  Penetapan  Penundaan  Pelaksanaan  Sura t  Nomor  :  S.  

139/Menhut - I I / 2011  tangga l  15  Maret  2011  hal  Penolakan  

Permohonan  Iz i n  Pin jam  Paka i  Kawasan  Hutan  PT.   Danau 

Mashi tam  di  Kelompok  Hutan  Rindu  Hat i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Reg.75 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Berkas  perkara  dan  sura t - sura t  bukt i  yang  dia jukan  oleh  

Para  Pihak ; - - - - - - - - - - - - - -

Telah  mendengarkan  kete rangan  kedua  be lah  pihak  di  

pers i dangan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG DUDUK SENGKETA  

Menimbang,  bahwa  Penggugat  te lah  mengajukan  gugatan  

dengan    sura t   gugatan  te r t angga l  17  Jun i  2011 yang  te l ah  

di t e r ima   dan  d ida f t a r kan  di   Kepani te raan  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Jakar t a  pada  tangga l  17  Jun i   2011    dengan  

Regis te r  Perkara  Nomor  :  119/G/20 11/PTUN- JKT,  dan  te lah  

dipe rba i k i  da lam Pemer iksaan  Pers iapan  tangga l  26  Jun i  2011,  

te lah  mengemukakan  alasan- alasan   sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Adapun  dasar  dan  alasan  d ia j ukannya  gugatan  in i  ada lah  

sebaga i  ber i ku t  : - - - - - - - - -

1. Bahwa  TERGUGAT te l ah  membuat  dan  menerb i t k an  Sura t  

Keputusan  Menter i  Kehutanan  Republ i k  Indones ia  Nomor  :  

S.139 /Menhut - I I / 2011  tangga l  15 Maret  2011 ‘ha l  Penolakan  

permohonan  iz i n  pin j am  paka i  kawasan  hutan  PT  Danau  

Mashi tam  d i  Kelompok  Hutan  Rindu  Hat i  Reg.  75 ’  yang  

di tu j ukan  kepada  Di rek tu r  PT  Danau  Mashi tam  

( ‘PENGGUGAT’) ; - - - - - - - - -

2. Bahwa pada  but i r  2 Sura t  Keputusan  Nomor  :  S.139 /Menhut -

I I / 2011  tangga l  15  Maret  2011  te rsebu t ,  TERGUGAT 

Hal  5 dar i  89 ha l  Put .  No.  119/G/20 11/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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menyatakan  sebaga i  ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - -

“2 .  Menginga t  le t ak  area l  yang  dimohon  PT Danau Mashi tam  

berada  di  Hutan  Produks i  yang  le t aknya  di  tengah- tengah  

Hutan  Lindung  Rindu  Hat i ,  untuk  t i dak  mengganggu  fungs i  

Hutan  Lindung  te rsebu t ,  maka  permohonan  pin j am  paka i  

kawasan  hutan  t i dak  dapat  d ipe r t imbangkan .  Selan ju tnya  

kawasan  hutan  te rsebu t  akan  di l akukan  res to ras i  

ekos is t em. ” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sura t  Keputusan  TERGUGAT Nomor  :  S.139/Menhut - I I / 2011  

tangga l  15  Maret  2011  ‘ha l  Penolakan  permohonan  iz i n  

pin jam  paka i  kawasan  hutan  PT Danau Mashi tam  d i  Kelompok  

Hutan  Rindu  Hat i  Reg.  75 ’  yang  di tu j u kan  kepada  PENGGUGAT 

ada lah  merupakan  Keputusan  Pejaba t  Tata  Usaha Negara  yang  

bers i f a t  konkre t ,  ind i v i dua l  dan  f i na l  yang  menimbulkan  

kerug ian  bagi  PENGGUGAT seh ingga  memenuhi  syara t  untuk  

dia jukan  pembata lannya  ke  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

(yang  se lan ju t nya  d isebu t  ‘Keputusan  Obyek  

Sengketa ’ ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa  PENGGUGAT mener ima  Keputusan  Obyek  Sengketa  pada  

tangga l  21  Maret  2011  dan  PENGGUGAT mengajukan  gugatan  

te rhadap  Keputusan  Obyek  Sengketa  a quo   pada  tangga l  17  

Jun i  2011.  Dengan  demik ian  penga juan  gugatan  in i  ke  

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jakar ta  masih  da lam tenggang  

waktu  90  (sembi l an  puluh)  har i  sebaga imana  di t en tukan  

dalam keten tuan  Pasa l  55 Undang- Undang Nomor  5 Tahun 1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  diubah  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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dengan  Undang- Undang Nomor  9 Tahun 2004 dan Undang- Undang  

Nomor  51  Tahun  2009  seh ingga  secara  fo rma l  gugatan  in i  

dapat  

d i te r ima ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

4. Bahwa  Keputusan  Obyek  Sengketa  te l ah  memenuhi  syara t  

sebaga imana  dia tu r  da lam  keten tuan  Pasa l  1  angka  9 

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  sebaga imana  diubah  dengan  Undang- Undang  

Nomor  9 Tahun  2004  dan  Undang- Undang  Nomor  51 Tahun  2009  

ya i t u  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- KONKRET karena  Keputusan  TERGUGAT yang  menjad i  Obyek  

Sengketa  merupakan  penetapan  te r t u l i s  yang  ber i s i  

t i ndakan  hukum  dar i  Tergugat  ya i t u  ‘Peno lakan  

permohonan  iz i n  pin j am  paka i  kawasan  hutan  PT DANAU 

MASHITAM ( ‘PENGGUGAT’)  d i  Kelompok  Hutan  Rindu  Hat i  

Reg.  75 ’  dan  menyebutkan  bahwa  ‘pe rmohonan  pin jam  

paka i  kawasan  hutan  t i dak  dapat  

d ipe r t imbangkan ’ ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- INDIVIDUAL  karena  peno lakan  untuk  member ikan  iz i n  

pin jam  paka i  kawasan  hutan  di  Kelompok  Hutan  Rindu  

Hat i  Reg.  75  dalam  Keputusan  Obyek  Sengketa  a  quo  

dengan  je l as  di tu j u kan  langsung  kepada  

PENGGUGAT;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  7 dar i  89 ha l  Put .  No.  119/G/20 11/PTUN- JKT
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- FINAL karena  Keputusan  Obyek  Sengketa  ada lah  wewenang 

TERGUGAT dan  sudah  t i dak  memer lukan  lag i  perse tu j uan  

dar i  atasan  dan  atau  ins tans i  la i n  seh ingga  te l ah  

bers i f a t  def i n i f  dan   menimbulkan  ak iba t  hukum bag i  

PENGGUGAT; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

5. Bahwa  PENGGUGAT ada lah  suatu  perseroan  te rba tas  yang  

did i r i k an  berdasarkan  hukum  Negara  Republ i k  Indones ia  

pada  tangga l   11  Oktober  1984  berdasarkan  Akta  Pendi r i an  

Perseroan  Terba tas  Nomor   122 tangga l  11 Oktober  1984 dan  

perubahannya  dengan  Akta  Nomor   101  tangga l  20  Maret  

1985,  keduanya  dibua t  d i  hadapan  H.  Zawi r  Simon,  S.H. ,  

Notar i s  d i  Jakar ta ,  dan  te l ah  d isahkan  oleh  Menter i  

Kehak iman  Republ i k  Indones ia  dengan  Sura t  Keputusan  

Menter i  Kehak iman  Republ i k  Indones ia  te r t angga l  30  Maret  

1985  Nomor  :  C2- 1605HT01.01TH85,  d imana  sa lah  satu  

keg ia tan   utama dar i  usaha  PENGGUGAT ada lah  dalam bidang  

per tambangan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bahwa  da lam  melaksanakan  keg ia tan  usahanya  di  b idang  

per tambangan  batubara ,  PENGGUGAT te lah  mempero leh  iz i n -

iz i n  sebaga i  ber i ku t  : - - - - - - - - - - - -

- Keputusan  Di rek tu r  Jendera l  Per tambangan  Umum Nomor  :  

73.K /2014 /  DDJP/1994  tangga l  16  Pebruar i  1994  ten tang  

Pember ian  Kuasa  Per tambangan  Eksp lo i t a s i  (DU-

519/Bengku lu ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Keputusan  Di rek tu r  Jendera l  Per tambangan  Umum  Nomor  :  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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74.K /2015 /  DDJP/1994  tangga l  16  Pebruar i  1994  ten tang  

Pember ian  Kuasa  Per tambangan  Pengangkutan  dan  Kuasa  

Per tambangan  Penjua lan ; - - - - - - - - -

- Keputusan  Bupat i  Bengku lu  Utara  Nomor  :  702  Tahun  2001  

tangga l  4  Desember  2001  ten tang  Pember ian  Perpan jangan  

Per tama  Kuasa  Per tambangan  Eksp lo i t a s i  (DU-

519/Bengku lu ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Keputusan  Bupat i  Bengku lu  Utara  Nomor  :  703  Tahun  2001  

tangga l  4  Desember  2001  ten tang  Pember ian  Perpan jangan  

Per tama  Kuasa  Per tambangan  Pengangkutan  dan  Penjua lan  

(DU- 519/Bengku lu ) ; - - - - - - - - - - - -

- Keputusan  Bupat i  Bengku lu  Utara  Nomor  :  463  Tahun  2008  

tangga l  29  Ju l i  2008  ten tang  Perpan jangan  Kedua  Kuasa  

Per tambangan  Pengangkutan  dan  Penjua lan  

Batubara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Keputusan  Bupat i  Bengku lu  Tengah Nomor  :  134 Tahun 2009  

tangga l  30  Ju l i  2009  ten tang  Perse tu j uan  Perpan jangan  

Kedua  Iz i n  Usaha  Per tambangan  Operas i  Produks i  kepada  

PT.  Danau  Mashi tam  

(DU.519/Bengku lu ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Keputusan  Bupat i  Bengku lu  Tengah Nomor  :  135 Tahun 2009  

tangga l  30  Ju l i  2009  ten tang  Perse tu j uan  Iz i n  Usaha  

Per tambangan  ( IUP)  Pengangkutan  dan  Penjua lan  kepada  

PT.  Danau  Mashi tam  

Hal  9 dar i  89 ha l  Put .  No.  119/G/20 11/PTUN- JKT
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(DU.519/Bengku lu ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bahwa  dar i  wi layah  penambangan  PENGGUGAT  te r t anda  

DU.519/Bengku lu  se luas  800.65  hekta r  te r sebu t ,  se luas  

kurang  leb ih  423  hekta r  te r l e t a k  di  da lam kawasan  Hutan  

Lindung  Rinduhat i  Regis te r  No.  75 dan se luas  kurang  leb ih  

277.65  hekta r  te r l e t a k  di  da lam  Area l  Penggunaan  

Lain ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa te rhadap  penggunaan  lahan  se luas  kurang  leb ih  423  

hekta r  yang  te r l e t a k  pada kawasan  Hutan  Lindung  Rinduha t i  

Regis te r  No.  75 te rsebu t ,  Menter i  Per tambangan  dan Energ i  

te l ah  mengajukan  permohonan  penggunaan  kawasan  Hutan  

Lindung  untuk  keg ia tan  eksp lo i t a s i  penambangan  batubara  

atas  nama PENGGUGAT mela lu i  sura t  No.  4011/201 /M.DJP/1997  

tangga l  27  Oktober  1997  yang  di tu j u kan  kepada  TERGUGAT,  

dan  se lan ju t nya  sete lah  melewat i  proses  pen in jauan  dan  

pengka j i an  ser ta  pene laahan  lapangan  o leh  Tim  Tetap  

te rhadap  kawasan  Hutan  Lindung  te rsebu t  ser ta  pembahasan  

leb ih  lan ju t  yang  d i l akukan  pada tangga l  27 sampai  dengan  

30  Agustus  1998,  Tim  Tetap  merekomendas ikan  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Kawasan  Hutan  se luas  kurang  leb ih  423  hekta r  t i dak  

mempunyai  n i l a i  yang  s ign i f i k an  sebaga i  Kawasan  Hutan  

Lindung  seh ingga  dapat  d i rubah  fungs inya  menjad i  

kawasan  Hutan  Produks i  Tetap  agar  bisa  dimanfaa tkan  

untuk  usaha  bud idaya  kehutanan  maupun  per tambangan  

Disclaimer
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batubara  guna  member ikan  manfaat  kepada  

Daerah; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

- Terdapat  area l  bervege tas i  hutan  dengan  kond is i  masih  

cukup  baik  se luas  kurang  leb ih  50  hekta r  yang  

keberadaannya  per lu  te tap  d ipe r t ahankan ; - - - - -

Berdasarkan  has i l  rekomendas i  Tim Tetap  te rsebu t ,  mela lu i  

Nota  Dinas  No  372/C/V I I I - 4/1998  te r t angga l  8  Desember  

1998  yang  di tu j u kan  kepada  TERGUGAT,  Kepala  Badan  

Plano log i  Kehutanan  dan Perkebunan  menyatakan  pendapatnya  

bahwa  kawasan  Hutan  L indung  Rinduhat i  Regis te r  No.  75  

yang  dapat  d iper t imbangkan  untuk  keg ia tan  eksp lo i t a s i  

penambangan  batubara  oleh  PENGGUGAT ada lah  se luas  kurang  

leb ih  373  hekta r  dengan  cara  pin jam  paka i  tanpa  

kompensas i  dan  te rhadap  area l  se luas  kurang  leb ih  373  

hekta r  te rsebu t  per lu  te r l eb i h  dahu lu  d i rubah  fungs inya  

dar i  semula  ber fungs i  sebaga i  Hutan  Lindung  menjad i  

fungs i  Hutan  Produks i  Tetap  ser ta  merekomendas ikan  kepada  

TERGUGAT agar  dapat  member ikan  perse tu j uan  penggunaan  

kawasan  hutan  kepada  

PENGGUGAT; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bahwa kemudian  berdasarkan  has i l  penin j auan  lapangan  dan  

rekomendas i  te rsebu t ,  TERGUGAT te lah  menindak lan j u t i n y a  

dengan  menyetu ju i  penggunaan  kawasan  Hutan  Produks i  (HP)  

se luas  kurang  leb ih  373 hekta r  untuk  keg ia tan  eksp lo i t a s i  

bahan  gal i an  batubara  atas  nama PENGGUGAT di  Kecamatan  

Taba  Penanjung ,  Kabupaten  Daerah  Tingka t   I I  Bengku lu  

Hal  11 dar i  89 ha l  Put .  No.  119/G/20 11/PTUN- JKT
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Utara ,  Prop ins i  Daerah  Tingka t   I  Bengku lu  mela lu i  

prosedur  pin j am  paka i  tanpa  kompensas i  dengan  

persya ra tan - persya ra tan  yang  te r l eb i h   dahu lu   harus  

dipenuh i  o leh  PENGGUGAT sebaga imana  di tuangkan  TERGUGAT 

dalam :  

- Sura t  Menter i  Kehutanan  dan  Perkebunan  Republ i k  

Indones ia  Nomor  :  13/Menhutbun- VI I / 1999  tangga l  6 

Januar i  1999  yang  di tu j ukan  kepada  Menter i  

Per tambangan  dan  Energ i  ‘pe r i ha l   Perse tu j uan  

penggunaan  kawasan  Hutan  Produks i  Tetap  se luas  kurang  

leb ih  373  ha  untuk  keg ia tan  penambangan  eksp lo i t a s i  

batubara  di  Kabupaten  Daerah  Tingka t  I I  Bengku lu  Utara  

a.n  PT Danau Mashi tam’ ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Sura t  Menter i  Kehutanan  dan  Perkebunan  Republ i k  

Indones ia  Nomor  :   14/Menhutbun- VI I / 1999  tangga l  6 

Januar i  1999  yang  di tu j ukan  kepada  Kepala  Badan  

Plano log i  Kehutanan  dan  Perkebunan  ‘pe r i ha l   Laporan  

has i l  pen in j auan  lapangan  kawasan  hutan  yang  dimohon  

oleh  Menter i  Per tambangan  dan Energ i  untuk  penambangan  

bahan  gal i an  batubara  a.n  PT  Danau  Mashi tam  di  

Prop ins i  Daerah  Tingka t  I  Bengku lu ’ ; - - - - - - - - - - - - -

TERGUGAT juga  te lah  dan  mengubah  fungs i  sebag ian  kawasan  

Hutan  Lindung  Rinduhat i  Regis te r  No.  75  se luas  kurang  

leb ih  373  hekta r  menjad i  KAWASAN  HUTAN  PRODUKSI 

sebaga imana  dipu tuskan  TERGUGAT   da lam  :  Keputusan  

Menter i  Kehutanan  dan  Perkebunan  Nomor  :   243/Kp ts -

I I / 1999  tangga l  27  Apr i l  1999  ten tang  Perubahan  Fungs i  

Disclaimer
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sebag ian  kawasan  Hutan  Lindung  Rinduhat i  Regis te r  No.  75  

se luas  + 373  ( t i ga ra t u s  tu j uhpu luh  t i ga )  hekta r  yang  

te r l e t a k  di  Kelompok  Hutan  Sungai  Rinduhat i - Sungai  

Manggus  Keci l ,  Kecamatan  Taba Penanjung ,  Kabupaten  Daerah  

Tingka t  I I  Bengku lu  Utara ,  Prop ins i  Daerah  Tingka t  I  

Bengku lu  menjad i  Kawasan  Hutan  

Produks i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bahwa  ten tang  Perubahan  Fungs i  sebag ian  Kawasan  Hutang  

Lindung  Rinduhat i  Regis te r  No.  75  menjad i  Kawasan  Hutan  

Produks i  te l ah  diber i t a hukan  oleh   Kepala  Badan Plano log i  

Kehutanan  dan  Perkebunan  kepada  Kepala  Kanto r  Wilayah  

Depar temen  Kehutanan  dan  Perkebunan  Prop ins i  Bengku lu  

sesua i  sura t  No.  876/V I I I - KP/1999  tangga l  5  Agustus  

1999; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Bahwa  se lan ju t nya  te lah  di l akukan  pengukuran  dan  

pemancangan  batas - batas  perubahan  fungs i  sebag ian  Kawasan  

Hutan  Lindung  Rinduhat i  Regis te r  No.  75  menjad i  Kawasan  

Hutan  Produks i  Tetap  d i  Kelompok  Hutan  Sungai  Rindu  Hat i  

– Sunga i  Manggus  Kec i l  Kecamatan  Taba Penanjung  Kabupaten  

Bengku lu  Utara  se luas  kurang  leb ih  373  hekta r  untuk  

keper l uan  p in j am  paka i  kawasan  atas  nama PENGGUGAT oleh  

Tim Pengukuran  dan  Pemancangan  Batas  yang  te lah  di tun j uk  

oleh  Kepala  Kanto r  Wi layah  Depar temen  Kehutanan  dan  

Perkebunan  Prop ins i  Bengku lu  berdasarkan  Sura t  Keputusan  

Kepala  Kanto r  Wilayah  Kehutanan  dan  Perkebunan  Prop ins i  

Hal  13 dar i  89 ha l  Put .  No.  119/G/20 11/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
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Bengku lu  Nomor  :  307/Kp ts /Kw l - 4/1999  tangga l  28  Oktober  

1999; - - - -

11. Bahwa  PENGGUGAT  se laku  pemegang  Kuasa  Per tambangan  

Eksp lo i t a s i  dan  Iz i n  Usaha  Per tambangan  Operas i  Produks i  

ser ta  te lah  memenuhi  se lu ruh  persyara tan  yang  d iwa j i b kan  

dalam  proses  pin j am  paka i  atas  kawasan  hutan  produks i  

te rsebu t ,  namun  te rnya ta  penandatanganan  Per jan j i a n  

Pin jam  Paka i  Kawasan  Hutan  anta ra  Kepala  Kanto r  Wi layah  

Kehutanan  Prop ins i  Bengku lu  Depar temen  Kehutanan  dengan  

PENGGUGAT  be lum  dapat  

d i l aksanakan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Per jan j i a n  Pin jam  Paka i  Kawasan  Hutan  secara  normat i f  

d ibua t  pada  tahun  2000- 2001  namun  t i dak  dapat  

d i l aksanakan  karena  kanto r  wi layah  Depar temen  Kehutanan  

RI  di l i k u i d as i  dan  adanya  a l i h  tugas  apara t  yang  

berwenang  tanpa  meningga lkan  ars ip  sesua i  sura t  Kepala  

Dinas  Kehutanan  Bengku lu  kepada  Kepala  Badan  Plano log i  

Depar temen Kehutanan  Nomor  :  590/372  tangga l  22 Jun i  2005  

‘pe r i ha l  Pin jam  Paka i  Kawasan  Hutan  Produks i  Tetap  untuk  

Kegia tan  Penambangan  Batubara  a.n  PT Danau Mashi tam’  dan  

sura t  Nomor  :   522.11 /766 /  2005  tangga l  10 Desember  2005  

‘pe r i ha l   Perpan jangan  I j i n  Pin jam  Pakai  Kawasan  HP 

Semidang  Buki t  Kabu,  HP Rindu  Hat i  I  dan HP Rindu  Hat i  I I  

an.  PT Danau Mashi tam’ ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. Bahwa  da lam  Sura t  Nomor  :  522.11 /766 /2005  tangga l  10  

Desember  2005  te rsebu t ,  Kepala  Dinas  Kehutanan  Bengku lu  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
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pada  in t i n ya  menyatakan  bahwa  penggunaan  kawasan  Hutan  

Produks i  Rinduha t i  se luas  kurang  leb ih  373  hekta r  untuk  

keg ia tan  per tambangan  batubara  kepada  PENGGUGAT te l ah  

dise tu j u i  sesua i  Sura t  TERGUGAT :  Nomor  13/Menhutbun-

VI I / 1999  tangga l  6 Januar i  1999.  Sela in  i t u  Kepala  Dinas  

Kehutanan  Bengku lu  juga  mengusu lkan  kepada  Kepala  Badan  

Plano log i  Kehutanan  Depar temen  Kehutanan  

agar  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- melakukan  ta ta  batas  u lang  te r l eb i h  dahu lu  ( rekon t r uks i  

batas ) ; - - - - - - - - - - - - - -

- melakukan  eva luas i  o leh  Tim  Pusat  dan  Dinas  Kehutanan  

Daerah  untuk  menentukan  langkah  t i ndakan  

se lan ju t nya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- dan j i k a  eva luas i  menunjukan  bahwa keg ia tan  eksp lo i t a s i  

PENGGUGAT  te rsebu t  layak  di l an j u t k an ,  agar  dapat  

d i te rb i t k an  Ber i t a  Acara  Pin jam  Paka i  Kawasan  te rsebu t  

( i c  I j i n  Pin jam Pakai  Kawasan Hutan) ; - - - - - - - - - - - - - - - -

13. Bahwa  sesua i  Sura t  Kepala  Dinas  Kehutanan  Bengku lu  

Nomor  :   522/448 /2008  tangga l  26  Mei  2008  yang  di tu j ukan  

kepada  TERGUGAT ‘pe r i ha l   Keje lasan  Sta tus  Kawasan  Hutan  

Produks i  Tetap  (HP)  Rindu  Hat i  se luas  + 373  ha” ,  Kepala  

Dinas  Kehutanan  Bengku lu  kembal i  menegaskan  bahwa fungs i  

kawasan  hutan  se luas  kurang  leb ih  373  hekta r  TETAP 

BERFUNGSI  SEBAGAI  HUTAN  PRODUKSI  TETAP  (HP)  RINDU 

HATI ; - - - - - - -

Hal  15 dar i  89 ha l  Put .  No.  119/G/20 11/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
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14. Bahwa mela lu i  Sura t  Nomor  :  605/DIR- DMH/VI /2008  tangga l  

30 Jun i  2008 dan Sura t  Nomor  :  635/D i r - DMH/X/2008  tangga l  

21 Oktober  2008 yang  di tu j u kan  kepada  TERGUGAT, PENGGUGAT 

kembal i  mempertanyakan  mengenai  proses  penggunaan  kawasan  

hutan  produks i  te tap  dengan  sta tus  lahan  pin j am  paka i  

yang  belum  juga  te rea l i s a s i k an  dan  juga  mengajukan  

permohonan   pin j am   paka i  kawasan  pada  Hutan  Produks i  

te rsebu t ; - - - - - - - - - - - -

15. Bahwa mela lu i  Sura t  Nomor  :  S.60 /Menhut - I I / 2009  tangga l  3 

Februar i  2009  yang  di tu j u kan  kepada  Gubernur  Bengku lu ,  

TERGUGAT kembal i  menegaskan  mengenai  kepast i an  fungs i  

kawasan  hutan  lokas i  per tambangan  PENGGUGAT  dengan  

menyatakan  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa Keputusan  Menter i  Kehutanan  dan Perkebunan  Nomor  

:  243/Kp ts - I I / 1999  tangga l  27  Apr i l  1999  mengenai  

perubahan  fungs i  kawasan  Hutan  Lindung  Rinduhat i   Reg.  

75  se luas  kurang  leb ih  373  hekta r  MENJADI  HUTAN 

PRODUKSI,  MASIH TETAP BERLAKU;- - - - - - - -

- Bahwa  berdasarkan  Sura t  Menter i  Kehutanan  dan  

Perkebunan  Nomor  :  13/Menhutbun- VI I / 1999  tangga l  6 

Januar i  1999,  PENGGUGAT TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN 

PRINSIP PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP SELUAS 

KURANG LEBIH  373  HEKTAR DI  KECAMATAN TABA PENANJUNG, 

KABUPATEN   BENGKULU   PROPINSI  

BENGKULU;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
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- Bahwa berdasarkan  Pasa l  32  Ayat  (2 )  Pera tu ran  Menter i  

Kehutanan  Nomor  :  P.43 /Menhut - I I / 2008  ten tang  Pedoman 

Pin jam Paka i  Kawasan Hutan ,  d ia tu r  PERSETUJUAN PRINSIP  

PINJAM PAKAI  KAWASAN HUTAN YANG TELAH ADA SEBELUM 

DITETAPKANNYA PERATURAN INI  DAN BELUM DITINDAKLANJUTI  

DENGAN PERJANJIAN  PINJAM PAKAI ,  PROSES SELANJUTNYA 

DISESUAIKAN   DENGAN  KETENTUAN  DALAM  PERATURAN 

INI ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. Bahwa  menindak lan j u t i  Sura t  KEPUTUSAN TERGUGAT Nomor  :  

S.60 /  Menhut - I I / 2009  tangga l  3  Februar i  2009  te rsebu t ,  

Di rek tu r  Penggunaan  Kawasan  Hutan  te lah  member i t ahukan  

kepada  PENGGUGAT mengenai  persyara tan - persyara tan  yang  

harus  d ipenuh i  PENGGUGAT,  dan  PENGGUGAT te l ah  memenuhi  

se lu ruh  persyara tan  dimaksud  sebaga imana  d inya takan  oleh  

PENGGUGAT  kepada  Di rek tu r  Penggunaan  Kawasan  Hutan  

sesua i  sura t  Nomor  :  Nomor  084/DMH-DIR/X/2009  tangga l  26  

Oktober  2009  ‘ha l  persyara tan  untuk  proses  pin j am  paka i  

kawasan  hutan  atas  nama  PT  Danau 

Mashi tam’ ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  te rsebu t  d idukung  oleh  Di rek tu r  Jendera l  Plano log i  

Kehutanan,  Dinas  Kehutanan  Prop ins i  Bengku lu   dan  

Gubernur  Bengku lu  sesua i  : - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Sura t  Gubernur  Bengku lu  Nomor :  522/212 /D ISHUT tangga l  

7  Agustus  2009  yang  menyatakan  bahwa pada  pr ins i pnya  

menyetu ju i  d i t e rb i t k an  i j i n  p in jam  paka i  atas  nama 

PENGGUGAT;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  17 dar i  89 ha l  Put .  No.  119/G/20 11/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
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-

- Sura t  Dinas  Kehutanan  Prop ins i  Bengku lu  Nomor  :  

522/767 /2009  tangga l  25 September  2009  yang  menyatakan  

bahwa i j i n  pr ins i p  pin jam  paka i  dapat  d ipe rpan jang  dan  

di t i n dak  lan ju t i  dengan  p in j am  paka i  kawasan  

hutan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Sura t  Di rek tu r  Jendera l  Plano log i  Kehutanan  Nomor  :  

S.550 /V I I - PKH/2010  tangga l  20  Agustus  2010  yang  

di tu j ukan  kepada  Di rek tu r  Jendera l  Bina  Produks i  

Kehutanan  ‘ha l  per t imbangan  tekn i s  pin jam  paka i  

kawasan  a.n .  PT  Danau  Mashi tam  di  prop ins i  

Bengku lu ’ ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Sura t  Kepala  Dinas  Kehutanan  Prop ins i  Bengku lu  Nomor  :  

522/599 /2010  tangga l  21 September  2010  yang  menyatakan  

bahwa  i j i n  p in j am  paka i  an.  PENGGUGAT dapat  

d i te rb i t k an  karena  se lu ruh  kewaj i ban  te l ah  

dipenuh i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. Bahwa sesua i  Pasa l  12 Ayat  (2 )  huru f  b Pera tu ran  TERGUGAT 

Nomor  P.43 /Menhut - I I / 2008  tangga l  10  Ju l i  2008  ten tang  

Pedoman Pin jam Paka i  Kawasan Hutan  sebaga imana  dinya takan  

Di rek tu r  Jendera l  Plano log i  Kehutanan  da lam Sura t  Nomor  :  

S.550 /V I I - PKH/2010  tangga l  20  Agustus  2010  te rsebu t ,  

Di rek to ra t  Jendera l  Plano log i  Kehutanan  meminta  kepada  

Di rek tu r  Jendra l  Bina  Produks i  Kehutanan  agar  dapat  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
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member ikan  per t imbangan  tekn i s  pada  kawasan  Hutan  

Produks i  (HP)  te rsebu t ; - - - - - - - - - - - - - -

Hal  te rsebu t  d i t anggap i  o leh  Di rek tu r  Jendra l  Bina  Usaha  

Kehutanan  sesua i  Sura t  Nomor  :  S.93 /V I - BRPUK/2011  tangga l  

24  Januar i  2011  ‘ha l  per t imbangan  tekn i s  permohonan  iz i n  

pin jam  paka i  kawasan  hutan  untuk  keg ia tan  eksp lo i t a s i  

batubara  dan sarana  penun jangnya  an.  PT Danau Mashi tam di  

Kab.  Bengku lu  Utara ,  Prov .  Bengku lu ’  dengan  menyatakan  

bahwa  sepan jang  kewaj i ban  dan  persyara tan  yang  te r t uang  

dalam  perse tu j uan  pr ins i p  te l ah  dipenuh i ,  maka 

perse tu j uan  pr ins i p  te rsebu t  dapat  d ip roses  menjad i  i z i n  

pin jam  paka i  tanpa  per lu  per t imbangan  tekn i s  baru  dar i  

Di t j en  Bina  Usaha 

Kehutanan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

18. Bahwa  sete lah  mela lu i  proses  yang  pan jang  da lam  kurun  

waktu  14  (empat  be las )  tahun  ( tahun  1997  -  tahun  2011)  

dengan  se lu ruh  prosedur  yang  te l ah  dipenuh i  o leh  

PENGGUGAT,  te rnya ta  TERGUGAT  secara  sewenang- wenang  

mela lu i  SURAT KEPUTUSAN Nomor  :  S.  139/Menhut - I I / 2011  

tangga l  15  Maret  2011  ( ‘Kepu tusan  Obyek  Sengketa ’ )  te l ah  

MENOLAK  PERMOHONAN IZ IN  PINJAM  PAKAI  KAWASAN HUTAN 

PENGGUGAT DI  KELOMPOK HUTAN RINDU HATI  REG.  75  dan  

MENYATAKAN BAHWA KAWASAN HUTAN TERSEBUT AKAN DILAKUKAN 

RESTORASI 

EKOSISTEM; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  19 dar i  89 ha l  Put .  No.  119/G/20 11/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
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19. Bahwa  dengan  adanya  Keputusan  TERGUGAT yang  merupakan  

Obyek  Sengketa ,  kepent i ngan  PENGGUGAT sebaga i  pemegang  

kuasa  per tambangan  batubara   menjad i  sangat  d i rug i kan  

seh ingga  PENGGUGAT mengajukan  gugatan  in i  sebaga imana  

dia tu r  dalam  keten tuan  Pasal  53  Ayat  (1 )  Undang- Undang  

Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

sebaga imana  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  

2004  dan  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  

2009; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Adapun kerug ian  yang  dia lami  PENGGUGAT se la i n  o leh  karena  

PENGGUGAT te l ah  mela lu i  proses  iz i n  p in jam  paka i  kawasan  

hutan  yang  pan jang  dalam  kurun  waktu  14  (empat  be las )  

tahun  lamanya  ser ta  te l ah  memenuhi  se lu ruh  persyara tan  

dalam prosedurnya ,  PENGGUGAT juga  mengalami  kerug ian  atas  

biaya- biaya  yang  te l ah  d ike lua r kan  PENGGUGAT  untuk  

keg ia tan  pers i apan  penambangan  seper t i  melakukan  survey  

pendahu luan ,  penyed iaan  ala t - ala t  bera t ,  rek ru tmen  tenaga  

ker j a ,  in f r as t uk t u r  dan  sega la  lega l i t a s  yang  dipe r l u kan  

untuk  dapat  d i l aksanakannya  Iz i n  Kuasa  Per tambangan  

Eksp lo i t a s i  Batubara  yang  te l ah  dipe ro l eh  PENGGUGAT ser ta  

untuk  melaksanakan  pers iapan  keg ia tan  pengga l i an  atau  

pers i apan  penambangan  yang  di l akukan  dian ta ranya  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1 ) Biaya  untuk  Survey  Pendahu luan  sebesar  Rp.  

37.299 .400 , -  ( t i ga  puluh  tu j uh  ju ta  dua ra tus  sembi lan  

puluh  sembi l an  r ibu  empat  ra tus  rup iah ) ; - - - - -

(2 ) Biaya  Inves tas i  ( Pembel ian  Ala t  Bera t )  yang  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
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te rd i r i  dar i  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ADT :  4 (empat )  Uni t Tota l  :  Rp 

10.617 .960 .000 , -

Buldozer :  2 (dua)   Uni t Tota l  :  Rp 

5.263 .160 .150 , -

Exavato r  :  9 (Sembi l an )  Uni t Tota l  :  Rp 

13.116 .811 .667 , -

Moto r  Grader :  1 (Satu )  Uni t Tota l  :  Rp 

1.005 .180 .000 , -

Wheel  Loader :  3 (T iga )  Uni t Tota l  :  Rp 

5.645 .999 .885 , -

Truck :  22 (Duapu luh  Dua)  Uni t Tota l  :  Rp 

9.801 .502 .545 , -

Mobi l  operas iona l :  8 (De lapan)  Uni t

Tota l  :  Rp.  1.462 .871 .600 , -

Tota l  Inves tas i  Pembel ian  Ala t  Bera t  sebesar   Rp.  

46.913 .485 .847 , -  (empat  pu luh  enam  mi lya r  sembi lan  

ra tus  t i ga  belas  ju t a  empat  ra tus  depa lan  puluh  l ima  

r i bu  delapan  ra tus  empat  pu luh  tu j uh  

rup iah ) ; - - - - - - - - - - - -

(3 ) Biaya  Pengukuran ,  Pemancangan  Batas  dan  

Inven ta r i s as i  Tegakan  sebesar   Rp.  47.302 .500 . -  (empat  

pu luh  tu j uh  ju ta  t i ga  ra tus  dua  r i bu  l ima  ra tus  

rup iah ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  21 dar i  89 ha l  Put .  No.  119/G/20 11/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
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(4 ) Pembayaran  PSDH/IHH  sebesar  Rp.  

23.572 .800 . -  (dua  pu luh  t i ga  ju t a  l ima  ra tus  tu juh  

puluh  dua  r i bu  delapan  ra tus  rup iah )  dan  Pembayaran  

PSDR/DR sebesar  Rp.  70.972 .788 . -  ( tu j uh  puluh  ju ta  

sembi lan  ra tus  tu j uh  pu luh  dua  r i bu  tu juh  ra tus  

delapan  puluh  de lapan) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(5 ) Biaya  Land Rent  :

- Tahun 1995 – 2009 sebesar  Rp.  146.773 .573 . -  (se ra tus  

empat  pu luh  enam ju ta  tu j uh  ra tus  tu j uh  pu luh  t i ga  

r i bu  l ima  ra tus  tu j uh  puluh  t i ga  

rup iah ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Tahun 2010 sebesar  Rp.  24.877 .464 . -  (dua  puluh  empat  

ju t a  de lapan  ra tus  tu juh  puluh  tu juh  r i bu  empat  

ra tus  enam pu luh  empat  rup iah ) ; - - - - -

- Tahun  2011  sebesar  Rp.  20.008 .025 . -  (dua  puluh  ju t a  

de lapan  r i bu  dua  pu luh  l ima  

rup iah ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(6 ) Kla im  atau  tun tu tan -

tun tuan  yang  akan  dihadap i  o leh  PENGGUGAT karena  

per j an j i a n - per jan j i a n  peker j aan  yang  te lah  dibua t  o leh  

PENGGUGAT dengan  p ihak  la i n  dan  para  tenaga  ker j a  

dapat  te rhen t i  apab i l a  i j i n  p in j am  paka i  t i dak  

dibe r i k an  oleh  TERGUGAT; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20. Berdasarkan  se lu ruh  ura ian  te rsebu t  d i  atas  te rbuk t i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
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bahwa  Sura t  Keputusan  TERGUGAT  yang  menjad i  obyek  

sengketa  te rsebu t  sangat  bera lasan  untuk  dinya takan  bata l  

atau  t i dak  sah  oleh  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jakar t a  Cq  Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa  perkara  in i  

karena  Keputusan  Obyek Sengketa  a quo ber ten tangan  dengan  

Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  yang  Baik  ( ‘AAUPB’ )  sesua i  

dengan  keten tuan  Pasa l  53  Ayat  (2 )  huru f  b Undang- Undang  

Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

sebaga imana  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  

2004  dan  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  sebaga i  

ber i ku t  : - - - -

(1 ) Asas  Kepast i an  Hukum  :  

ada lah  asas  dalam  Negara  hukum  yang  mengutamakan  

landasan  pera tu ran  perundang- undangan,  kepatu tan  dan  

kead i l an  dalam  set i ap  penye lenggaraan  

Negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  asas  in i  sangat  je l as  TERGUGAT melakukan  

pelanggaran  Asas  Kepast i an  Hukum karena  penerb i t an  

Keputusan  Obyek  Sengketa  a  quo  ber ten tangan   dengan  

sura t - sura t  keputusan  yang  dibua t  o leh  TERGUGAT  ya i t u  

Sura t  Nomor  :  13/Menhutbun- VI I / 1999  tangga l  6  Januar i  

1999  dan  Sura t  Nomor  :  S.60/Menhut - I I / 2009  tangga l  3 

Februar i  2009  seh ingga  menimbulkan  ket i dakpas t i an  

hukum  dan  ket i dakpas t i an  usaha  bag i  PENGGUGAT 

menginga t  fak tanya  PENGGUGAT  te lah  dibe r i k an  

perse tu j uan  penggunaan  kawasan  Hutan  Produks i  Tetap  

se luas  kurang  leb ih  373  hekta r  untuk  keg ia tan  

Hal  23 dar i  89 ha l  Put .  No.  119/G/20 11/PTUN- JKT
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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penambangan  eksp lo i t a s i  batubara  dan  PENGGUGAT juga  

te l ah  memenuhi  se lu ruh  persyara tan  yang  diwa j i b kan  

dalam  proses  permohonan  penggunaan  kawasan  te rsebu t  

ser ta  te lah  mela lu i nya  dalam  kurun  waktu  yang  cukup  

lama; - - - - -

(2 ) Asas  Kepercayaan :  ada lah  

asas  yang  menentukan  bahwa  set i ap  t i ndakan  

Badan/Pe jaba t  Tata  Usaha  Negara  harus lah  menimbulkan  

kepercayaan  dan  pengharapan  bag i  mereka  yang  dikena i  

t i ndakan  i t u .  Suatu  kepercayaan  atau  pengharapan  yang  

te r l an j u r  d ibe r i kan  kepada  seseorang  hendaknya  t i dak  

dicabu t  kembal i ,  meskipun  te rnya ta  te rdapa t  kekh i l a f an  

atau  keke l i r u an  i t u  menimbulkan  kerug ian ,  hendaknya  

kerug ian  t i dak  dibebankan  kepada  mereka  yang  te r l an j u r  

mener ima  kepercayaan  atau  pengharapan  i t u .  Kerug ian  

yang  di t imbu l kan  i t u  hendak lah  di tanggung  secara  

konsekuen  oleh  Badan/Pe jaba t  Tata  Usaha Negara  te r i k a t  

akan  

jan j i n ya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Dengan  te l ah  dipenuh inya  se lu ruh  persyara tan  dalam 

proses  permohonan  iz i n  pin j am  paka i  kawasan  hutan  o leh  

PENGGUGAT yang  diwa j i bkan  oleh  TERGUGAT  seh ingga  

menimbulkan  kepercayaan  yang  sangat  besar  kepada  

PENGGUGAT bahwa  permohonan  te rsebu t  sedang  d ip roses  

dan  akan  dikabu l kan  oleh  TERGUGAT namun  te rnya ta  

TERGUGAT jus t r u  mengeluarkan  Keputusan  Obyek  Sengketa  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
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yang  menolak  permohonan  PENGGUGAT te rsebu t  sete lah  14 

(empat  be las )  tahun  

kemudian ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(3 ) Asas  Ter t i b  

Penye lenggaraan  Negara  :  ada lah  asas  yang  menjad i  

landasan  kete ra tu r an ,  keseras ian  dan  kese imbangan  

dalam  pengenda l i an  penye lenggaraan  

Negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  asas  in i  te r l i h a t  ket i dak te r t i b an  TERGUGAT 

dalam menja lankan  kewenangannya  dengan  sewenang- wenang  

tanpa  memik i r kan  ak iba t  hukum  ser ta  kepent i ngan  

masyaraka t / p i h ak  la i n  yang  t imbu l  karena  te l ah  

menerb i t kan  Keputusan  Obyek  Sengketa  a quo  yang  te l ah  

mela lu i  proses  yang  memakan  waktu  yang  cukup  

lama; - - - - - - - - - - - - - - - - -

(4 ) Asas  Kecermatan  :  ada lah  

asas  yang  menghendak i  agar  penye lenggara  Negara  untuk  

se la l u  ber t i ndak  cermat  dengan  te l i t i  dan  hat i - hat i  

agar  t i dak  menimbulkan  kerug ian  bag i  warga  

masyaraka t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  asas  in i  sangat  je l as  ket i dakce rmatan  yang  

di l akukan  oleh  TERGUGAT se laku  penye lenggara  Negara  

dalam  menerb i t kan  Keputusan  Obyek  Sengketa  karena  

t i dak  dengan  te l i t i   dan  cermat  memper t imbangan  

t i ndakan- t i ndakan  TERGUGAT sebe lumnya  ber i ku t  ins tans i  

Hal  25 dar i  89 ha l  Put .  No.  119/G/20 11/PTUN- JKT
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te rka i t  da lam  proses  permohonan  PENGGUGAT,  karena  

seharusnya  apab i l a  TERGUGAT te l i t i  dan  cermat ,  

TERGUGAT  t i dak  akan  

menolak  iz i n  pin j am  paka i  kawasan  hutan  sebaga imana  

dinya takan  dalam  Keputusan  Obyek  

Sengketa ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

(5 ) Asas  Propors iona l i t a s  :  

ada lah  asas  yang  mengutamakan  kese imbangan  anta ra  hak  

dan  kewaj i ban  penye lenggara  

Negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  dar i  Keputusan  Obyek  Sengketa  a  quo  sangat  

te r l i h a t  bahwa  TERGUGAT  secara  sep ihak  hanya  

mengutamakan  hak  dan  wewenangnya  sa ja  sebaga i  Pejaba t  

Tata  Usaha  Negara  tanpa  melaksanakan  kewaj i bannya  

untuk  menelaah  dan  memper t imbangkan  secara  cermat  dan  

te l i t i  permohonan  PENGGUGAT yang  te l ah  PENGGUGAT 

ajukan  se jak  tahun  1997  ber i ku t  se lu ruh  persyara tan  

yang  te lah  PENGGUGAT penuh i  mela lu i  proses  yang  cukup  

lama; - - - - - - - - - - - - - - - - -

(6 ) Asas  Akuntab i l i t a s  :  

ada lah  asas  yang  menentukan  bahwa set i ap  keg ia tan  dan  

has i l  akh i r  dar i  keg ia tan  menyelenggarakan  Negara  

harus  dapat  d ipe r t anggung jawabkan  kepada  masyaraka t  

atau  rakya t  sebaga i  pemegang  kedau la tan  te r t i n gg i  

Negara  sesua i  keten tuan  perundang- undangan  yang  

ber l aku ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Keputusan  Obyek  Sengketa  yang  d i t e r b i t k an  oleh  

TERGUGAT jus t r u  menimbulkan  ket i dakpas t i a n  hukum bag i  

PENGGUGAT  dan  t i dak  dapat  

d ipe r t anggung jawabkan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Oleh  karena  PENGGUGAT te lah  memenuhi  se lu ruh  persyara tan  

dalam  proses  i j i n  p in jam  paka i  kawasan  hutan  yang  

diwa j i b kan  oleh  TERGUGAT,  maka  sudah  seharusnya  dan  

sangat  bera lasan  bag i  TERGUGAT  untuk  menerb i t kan  

keputusan  yang  mengabulkan  permohonan  PENGGUGAT ya i t u  

member ikan  iz i n  pin j am  paka i  kawasan  hutan  se luas  kurang  

leb ih  373  Hekta r  yang  te r l e t a k  di  Kelompok  Hutan  Sungai  

Rinduhat i - Sungai  Manggus  Keci l ,  Kecamatan  Taba  

Penanjung ,  Kabupaten  Bengku lu  Tengah  (dahu lu  Bengku lu  

Utara ) ,  Prop ins i  Bengku lu  yang  te rmasuk  dalam  Kelompok  

Hutan  Rinduhat i  Regis te r  No.  75  kepada  PENGGUGAT untuk  

keg ia tan  penambangan  eksp lo i t a s i  batubara  dan  

pembangunan  sarana  prasarana  

pendukungnya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PERMOHONAN 

PENUNDAAN : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

21. Bahwa  oleh  karena  PENGGUGAT  se laku  pemegang  Kuasa  

Per tambangan  Eksp lo i t a s i  dan  Iz i n  Usaha  Per tambangan  

Hal  27 dar i  89 ha l  Put .  No.  119/G/20 11/PTUN- JKT
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Operas i  Produks i  atas  wi layah  te r t anda  DU.519/Bengku lu  

dimana  te rhadap  sebag ian  dar i  wi layah  penambangan  

te rsebu t  ya i t u  se luas  373  hekta r  PENGGUGAT  te l ah  

mempero leh  perse tu j uan  pr ins i p  penggunaan  kawasan  dar i  

TERGUGAT untuk  keg ia tan  penambangan  eksp lo i t a s i  batubara  

sesua i  Sura t  :  Nomor  13/Menhutbun- VI I / 1999  tangga l  6 

Januar i  1999,  dan  PENGGUGAT te l ah  memenuhi  se lu ruh  

persya ra tan  yang  d iwa j i b kan  dalam  proses  permohonan  

penggunaan  kawasan  te rsebu t  maka  PENGGUGAT  te l ah  

melakukan  keg ia tan - keg ia tan  pers i apan  penambangan seper t i  

melakukan  survey  pendahu luan ,  penyed iaan  ala t - ala t  bera t ,  

re kru tmen  tenaga  ker ja ,  in f r a s t uk t u r  dan sega la  lega l i t a s  

yang  dipe r l u kan  untuk  dapat  d i l aksanakannya   Iz i n  Kuasa  

Per tambangan  Eksp lo i t a s i  Batubara  ser ta  untuk  keg ia tan  

pers i apan  pengga l i an  atau  

penambangan; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  apab i l a  Keputusan  TERGUGAT yang  menjad i  obyek  

sengketa  ya i t u  Sura t  Keputusan  Menter i  Kehutanan  Republ i k  

Indones ia  (TERGUGAT) Nomor  :  S.139/Menhut - I I / 2011  tangga l  

15 Maret  2011 ‘ha l  Penolakan  permohonan  iz i n  p in j am  paka i  

kawasan  hutan  PT Danau  Mashi tam  di  Kelompok  Hutan  Rindu  

Hat i  Reg.  75 ’  d i l aksanakan ,  maka proses  permohonan  i j i n  

p in jam  paka i  kawasan  hutan  menjad i  te rhambat  bahkan  

te rhen t i  seh ingga  akan  berdampak  bag i  PENGGUGAT karena  

apab i l a  permohonan  i j i n  p in j am  paka i  kawasan  hutan  

di to l ak  maka  keg ia tan  pers i apan  penambangan  yang  te lah  

Disclaimer
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di l akukan  PENGGUGAT menjad i  s ia - s ia  dian ta ranya  PENGGUGAT 

te l ah  melakukan  rek ru tmen  tenaga  ker j a  kurang  leb ih  250  

(dua  ra tus  l ima  puluh)  peker j a  ba ik  mela lu i  kont rak to r -

kont rak to r  maupun  masyaraka t  sek i t a r  dan  apabi l a  

permohonan  i j i n  p in jam  paka i  kawasan  hutan  te rsebu t  t i dak  

dip roses  o leh  TERGUGAT bahkan  di t o l a k  maka  PENGGUGAT 

harus  melakukan  Pemutusan  Hubungan  Ker ja  (PHK)  dengan  

para  tenaga  ker j a  dan  juga   Pemutusan  Per jan j i a n  Ker ja  

dengan  para  kont rak to r  ser ta  se lu ruh  pihak  te rka i t  yang  

pada  akh i rnya  dapat  menimbulkan  masalah  sos ia l  d i  lokas i  

penambangan  karena  dapat  te r j ad i nya  demonst ras i -

demonst ras i  dar i  para  peker j a  dan  penduduk  

sek i t a r ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  te rsebu t  merupakan  keadaan  yang  sangat  mendesak  

karena  akan  mengak iba tkan  kepent i ngan  PENGGUGAT menjad i  

semakin  di rug i kan  j i k a  Sura t  Keputusan  Menter i  Kehutanan  

Republ i k  Indones ia  (TERGUGAT)  Nomor  :  S.139/Menhut -

I I / 2011  tangga l  15  Maret  2011  ‘ha l  Penolakan  permohonan  

iz i n  p in j am  paka i  kawasan  hutan  PT  Danau  Mashi tam  d i  

Kelompok  Hutan  Rindu  Hat i  Reg.  75 ’   te tap  

di l aksanakan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa dengan  demik ian  sesua i  keten tuan  Pasal  67 Ayat  (2 ) ,  

Ayat  (3 )  dan Ayat  (4 )  huru f  a Undang- Undang Nomor  5 Tahun  

1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  

diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  dan  

Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  yang  mengatu r  ten tang  

keadaan  yang  sangat  mendesak  yang  akan  mengak iba t kan  

Hal  29 dar i  89 ha l  Put .  No.  119/G/20 11/PTUN- JKT
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kepent i ngan  PENGGUGAT sangat  d i rug i kan  te l ah  te rpenuh i ,  

seh ingga  sangat  bera lasan  se lama  proses  pemer iksaan  

perkara  in i  ber j a l an  agar  Keputusan  Obyek  Sengketa  ya i t u  

Sura t  Keputusan  Menter i  Kehutanan  Republ i k  Indones ia  

(TERGUGAT) Nomor  :  S.139 /Menhut - I I / 2011  tangga l  15  Maret  

2011  ‘ha l  Penolakan  permohonan  iz i n  pin j am  paka i  kawasan  

hutan  PT Danau Mashi tam di  Kelompok  Hutan  Rindu  Hat i  Reg.  

75 ’  d ipe r i n t ahkan  di tangguhkan /d i t unda  pelaksanaannya  

sampai  adanya  putusan  dalam pokok  perkara  yang  mempunyai  

kekuatan  hukum te tap  oleh  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Jakar ta  Cq Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa  perkara  

in i ; - - - - - - - - - -

Berdasarkan  se lu ruh  ura ian  dan  a lasan  te rsebu t  d i  atas  yang  

didukung  dengan  bukt i - bukt i  oten t i k ,  maka  PENGGUGAT mohon 

kepada  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jakar t a  Cq Maje l i s  

Hakim yang  memer iksa  dan  mengadi l i  perkara  in i  untuk  k i ranya  

berkenan  memutuskan  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan  permohonan  penundaan  yang  dimohonkan  

PENGGUGAT; - - - - - -

2. Memer in tahkan  kepada  TERGUGAT  untuk  melakukan  

penangguhan/menunda  pelaksanaan  Keputusan  Obyek  Sengketa  

ya i t u  Sura t  Keputusan  Menter i  Kehutanan  Republ i k  Indones ia  

(TERGUGAT)  Nomor  :  S.139 /Menhut - I I / 2011  tangga l  15  Maret  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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2011  ‘ha l  Penolakan  permohonan  iz i n  pin jam  paka i  kawasan  

hutan  PT Danau Mashi tam  di  Kelompok  Hutan  Rindu  Hat i  Reg.  

75 ’  sampai  adanya  putusan  dalam  pokok  perkara  yang  

mempunya i  kekuatan  hukum te tap ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan  gugatan  PENGGUGAT  untuk  

se lu ruhnya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  Keputusan  Obyek  Sengketa  

ya i t u   Sura t  Keputusan  Menter i  Kehutanan  Republ i k  

Indones ia  (TERGUGAT)  Nomor  :  S.139/Menhut - I I / 2011  tangga l  

15  Maret  2011  ‘ha l  Penolakan  permohonan  iz i n  pin jam  paka i  

kawasan  hutan  PT Danau  Mashi tam  di  Kelompok  Hutan  Rindu  

Hat i  Reg.  

75 ’  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Mewaj ibkan  kepada  TERGUGAT 

untuk  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Mencabut  Keputusan  Obyek Sengketa  ya i t u  Sura t  Keputusan  

Menter i  Kehutanan  Republ i k  Indones ia  (TERGUGAT) Nomor  :  

S.139 /Menhut - I I / 2011  tangga l  15  Maret  2011  ‘ha l  

Penolakan  permohonan  iz i n  pin jam  paka i  kawasan  hutan  PT 

Danau  Mashi tam  di  Kelompok  Hutan  Rindu  Hat i  Reg.  

75 ’ ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menerb i t kan  keputusan  yang  mengabulkan  permohonan  PT 

DANAU  MASHITAM  (PENGGUGAT),  ya i t u  member ikan  iz i n  

Hal  31 dar i  89 ha l  Put .  No.  119/G/20 11/PTUN- JKT
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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pin jam  paka i  kawasan  hutan  se luas  kurang  leb ih  373  

Hekta r  yang  te r l e t a k  di  Kelompok  Hutan  Sungai  

Rinduhat i - Sungai  Manggus  Keci l ,  Kecamatan  Taba  

Penanjung ,  Kabupaten  Bengku lu  Tengah  (dahu lu  Bengku lu  

Utara ) ,  Prop ins i  Bengku lu  yang  te rmasuk  dalam Kelompok  

Hutan  Rinduhat i  Regis te r  No.  75  kepada  PENGGUGAT untuk  

keg ia tan  penambangan  eksp lo i t a s i  batubara  dan  

pembangunan  sarana  prasarana  

pendukungnya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Menghukum  TERGUGAT untuk  membayar  biaya  perkara  yang  

t imbu l  da lam  perkara  

in i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa atas  gugatan  Penggugat ,  Pihak  Tergugat  

te lah  mengajukan  Jawaban   pada   pers i dangan   tangga l   16 

Agustus  2011,   dan te lah  menyampaikan  hal - ha l  sebaga i  ber i ku t  

:  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM  POKOK 

PERKARA; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

1. Tergugat  dengan  tegas  menolak  se lu ruh  

dal i l  yang  dinya takan  oleh  Penggugat  da lam gugatannya  

kecua l i  yang  secara  tegas- tegas  diaku i  kebenarannya  

oleh  

Tergugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
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2. Berdasarkan  Keten tuan  Pasa l  2  Undang-

undang  Nomor  41  Tahun  1999  ten tang  Kehutanan  dia tu r  

bahwa  penye lenggaraan  kehutanan  berdasarkan  azas  

manfaa t  dan  les ta r i ,  kerakya tan ,  kead i l an ,  

kebersamaan,  kete rbukaan  dan  kete rpaduan .  Dalam 

Penje lasan  Pasal  2  disebu tkan  bahwa  penye lenggaraan  

kehutanan  berazaskan  manfaa t  dan  les ta r i ,  d imaksudkan  

agar  set i ap  pelaksanaan  penye lenggaraan  kehutanan  

memperhat i kan  kese imbangan  dan  ke les ta r i a n  unsur  

l i ngkungan ,  sos ia l  dan  budaya,  ser ta  

ekonomi ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Selan ju tnya  dalam  Pasal  3  di ten tukan  

bahwa  penye lenggaraan  kehutanan  ber tu j uan  untuk  

sebesar - besar  kemakmuran  rakya t  yang  berkead i l an  dan  

berke lan ju t an  

dengan : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Menjamin  keberadaan  hutan  dan luasan  

keberadaan  hutan  dengan  luasan  yang  cukup  dan  

sebaran  yang  propors iona l ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Mengopt ima lkan  aneka  fungs i  hutan  

yang  mel ipu t i  fungs i  konservas i ,  fungs i  l i ndung ,  

dan  fungs i  produks i  untuk  mencapai  manfaa t  

l i ngkungan ,  sos ia l ,  budaya,  dan  ekonomi  yang  

se imbang  dan les ta r i ;

c . Meningka tkan  daya  dukung  Daerah  

Al i r an  Sunga i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  33 dar i  89 ha l  Put .  No.  119/G/20 11/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33
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4. Dalam  keten tuan  Pasa l  23  Undang- Undang 

Nomor  41 Tahun 1999 ten tang  Kehutanan  d isebu tkan  bahwa 

pemanfaa tan  hutan  sebaga imana  dimaksud  dalam Pasa l  21  

huru f  b,  ber tu j uan  untuk  mempero leh  manfaa t  yang  

opt ima l  bag i  kese jah te raan  se lu ruh  masyaraka t  secara  

berkead i l an  dengan  te tap  menjaga  ke les ta r i a nnya .  Dalam 

Penje lasan  Pasal  23  d i j e l a s kan  bahwa  manfaat  yang  

opt ima l  dapat  te rwu jud  apab i l a  keg ia tan  penge lo l aan  

hutan  dapat  menghas i l k an  hutan  yang  berkua l i t a s  t i ngg i  

dan 

les ta r i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Berdasarkan  keten tuan  Pasa l  38  Ayat  (3 )  

Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  1999  ten tang  Kehutanan  

dinya takan  bahwa  penggunaan  kawasan  hutan  untuk  

kepent i ngan  per tambangan  di l akukan  mela lu i  pember ian  

iz i n  pin j am  paka i  o leh  Menter i  dengan  mempert imbangkan  

batasan  luas  dan  jangka  waktu  te r t en tu  ser ta  

ke les ta r i annya .  Dalam  Penje lasan  Pasal  38  Ayat  (3 )  

d i j e l a skan  bahwa  pada  pr ins i pnya  di  kawasan  hutan  

t i dak  dapat  d i l akukan  pola  per tambangan  te rbuka .  Pola  

per tambangan  te rbuka  dimungk inkan  dapat  d i l akukan  di  

kawasan  hutan  produks i  dengan  keten tuan  khusus  dan  

se lek t i f ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

6. Terka i t  penerb i t an  sura t  obyek  gugatan  a  

quo ,  dapat  Tergugat  sampaikan  tanggapan  sebaga i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
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ber i ku t : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

a. Berdasarkan  Sura t  Kepala  Dinas  

Kehutanan  Prov ins i  Bengku lu  kepada  Kepala  Badan  

Plano log i  Kehutanan  No.  522.11 /766 /2005  tangga l  10  

Desember  2005  dan  Nomor  590/372  tangga l  22  Jun i  

2005  disampaikan  bahwa  PT.  Danau  Mashi tam  te lah  

melakukan  eksp lo i t a s i  per tambangan  batubara  pada  

kawasan  hutan  produks i  Rinduhat i  I  se luas  210  Ha,  

yang  awalnya  merupakan  kawasan  hutan  l i ndung  

Regis te r  75  Rindu  

Hat i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

b. Bahwa  keg ia tan  per tambangan  d i  

kawasan  hutan  produks i  yang  d i l akukan  oleh  

Penggugat  sebe lum mempero leh  iz i n  pin jam  paka i  dar i  

Menter i  Kehutanan  merupakan  pelanggaran  te rhadap  

keten tuan  Pasal  50  Ayat  (3 )  huru f  g  Undang- Undang  

Nomor  41 Tahun  1999  ten tang  Kehutanan  jo .  Pasa l  78  

Ayat  (6 )  yang  mengatur  bahwa pelanggaran  te rhadap  

keten tuan  Pasal  50 Ayat  (3 )  huru f  g,  d iancam dengan  

pidana  penja ra  pa l i ng  lama  10  (sepu luh )  tahun  dan  

denda  pal i ng  banyak  Rp.  5.000 .000 .000 ,00  ( l ima  

mi lya r  rup iah ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

c . Terhadap  pelanggaran  yang  d i l akukan  

Penggugat  te rsebu t  saat  in i  sedang  di l akukan  

peny id i kan  o leh  Pol res  Bengku lu  

Hal  35 dar i  89 ha l  Put .  No.  119/G/20 11/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
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Utara ; - - - - - - - - - - - - - - -

d. Sudah  menjad i  pengetahuan  umum 

( noto i r  fe i t )  bahwa  dampak  keg ia tan  per tambangan  

te rbuka  te rhadap  kawasan  hutan  akan  mengganggu  

ke les ta r i a n  l i ngkungan  ya i t u  te r j ad i n ya  perubahan  

hutan  alam,  te rganggunya  ekos is t em,  ta ta  a i r ,  

te r j ad i nya  banj i r ,  eros i ,  dan  hi l angnya  fungs i  

hutan  seh ingga  tu j uan  penye lenggaraan  kehutanan  

sebaga imana  diamanatkan  oleh  undang- undang  t i dak  

te rcapa i ; - - - - - - - -

e. Menginga t  kawasan  hutan  produks i  

te rsebu t  keberadaanya  berba tasan  langsung  dengan  

hutan  l i ndung  Regis te r  75  Rinduhat i ,  sedangkan  

permohonan  pin j am  paka i  untuk  keg ia tan  per tambangan  

batubara  yang  dia jukan  oleh  Penggugat  bers i f a t  

te rbuka  ( open  min ing )  yang  akan  berpengaruh  

te rhadap  ke les ta r i an  ekos is t em  di  kawasan  hutan  

l i ndung  Regis te r  75  Rinduha t i ,  maka  t i dak  benar  

secara  hukum  apab i l a  permohonan  pin j am  paka i  

Penggugat  d ikabu l kan ,  karena  akan  berak iba t  

sebaga imana huru f  d dia tas ; - - - - - - -

f . Berdasarkan  ha l - ha l  te rsebu t  d i  atas  

dan  sesua i  dengan  pen je l asan  Pasa l  38  Ayat  (3 )  

Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  1999  yang  

mengamanatkan  bahwa  pember ian  pin j am  paka i  untuk  

keg ia tan  per tambangan  pada hutan  produks i  d i l akukan  

secara  se lek t i f ,  maka Menter i  Kehutanan  menerb i t kan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36
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sura t  obyek  gugatan  a quo ; - - - - - - - - - - -

Dengan  demik ian  penerb i t an  sura t  ob jek  

gugatan  a  quo  yang  menolak  permohonan  iz i n  pin j am  

paka i  yang  dia jukan  oleh  Penggugat  sudah  tepa t  dan  

benar ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Selan ju tnya  untuk  te rpenuh inya  fungs i  

hutan  l i ndung  Regis te r  75  Rinduhat i ,  maka  te rhadap  

kawasan  hutan  produks i  te r sebu t  akan  di j ad i kan  daerah  

penyangga   ( buf fe r  zone )  dengan  melakukan  Resto ras i  

Ekos is t em ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tujuan  dan manfaat  Resto ras i  Ekos is t em  di  

Hutan  Produks i  ada lah  upaya  untuk  mengembal i kan  unsur  

hayat i  ( f l o r a  dan fauna)  ser ta  unsur  non hayat i  ( tanah  

dan ai r )  pada suatu  kawasan  dengan  jen i s - jen i s  as l i nya  

seh ingga  te rcapa i  kese imbangan  hayat i  dan ekos is t emnya  

sesua i  keten tuan  Pera tu ran  Menter i  Kehutanan  Nomor  

SK.159/Menhut - I I / 2004  ten tang  Resto ras i  Ekos is t em  di  

Kawasan Hutan  Produks i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan  demik ian  penerb i t an  sura t  obyek  

gugatan  a  quo  o leh  Tergugat  semata- mata  di l akukan  

untuk  mel indung i  kepent i ngan  yang  leb ih  besar  ya i t u  

ke les ta r i an  hutan  te lah  sesua i  dengan  keten tuan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber l aku ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  37 dar i  89 ha l  Put .  No.  119/G/20 11/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37
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- - - -

7. Dal i l  Penggugat  pada  angka  20  ha laman  12  

s/d  15  yang  menyatakan  bahwa  penerb i t an  sura t  ob jek  

gugatan  a  quo  ber ten tangan  dengan  azas- azas  umum 

pemer in tahan  yang  ba ik  ada lah  t i dak  berdasar ,  

karena  : - - - - - -

a. Azas  Kepast i an  

Hukum ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Azas  kepast i an  hukum  adalah  suatu  

azas  yang  mengutamakan  landasan  pera tu ran  

perundang- undangan,  kepatu tan ,  dan  kead i l an  da lam 

set i ap  penye lenggaraan  

Negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa penerb i t an  sura t  obyek  gugatan  

a  quo  sudah  ber landaskan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku  ser ta  kewenangan  yang  ada  

pada Terguga t  sebaga imana  di ten tukan  dalam Pasa l  38  

Ayat  (3 )  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  1999  ten tang  

Kehutanan  beser ta  

Penje lasannya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Azas  Kepercayaan  dan  Azas  

Kecermatan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  Penje lasan  Pasa l  53 Ayat  

(2 )  huru f  b  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  jo .  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38
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Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara ,  d i j e l a skan  bahwa  yang  dimaksud  

Azas- Azas  Umum  Pemer in tahan  yang  Baik  ada lah  

mel ipu t i  azas  kepas t i an  hukum,  te r t i b  

penye lenggaraan  negara ,  kepent i ngan  umum,  

kete rbukaan ,  propors i ona l i t a s ,  pro fes i ona l i t a s  dan  

akuntab i l i t a s ,  sebaga imana  d imaksud  dalam  Undang-

Undang  Nomor  28  Tahun  1999  ten tang  Penye lenggaraan  

Negara  yang  Bers ih  dan  Bebas  dar i  Korups i ,  Kolus i  

dan Nepot i sme ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sesua i  dengan  keten tuan  te rsebu t ,  

maka Undang- Undang  te lah  secara  l im i t a t i f  mengatu r  

dan  membatas i  penger t i an  azas- azas  umum 

pemer in tahan  yang  baik ,  seh ingga  dal i l  Penggugat  

yang  menyatakan  bahwa  penerb i t an  sura t  obyek  

gugatan   a  quo  melanggar  Azas- Azas  Umum 

Pemer in tahan  yang  Baik  ya i t u  azas  kepercayaan  dan  

azas  kecermatan  ada lah  ber ten tangan  dengan  

keten tuan  Pasal  53  Ayat  (2 )  huru f  b  Undang- Undang  

Nomor  51 Tahun 2009 jo .  Undang- Undang Nomor  5 Tahun  

1986 ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara ,  menginga t  

azas  kepercayaan  dan  azas  kecermatan   t i dak  

te rmasuk  sa lah  satu  Azas- Azas  Umum Pemer in tahan  

yang  Baik  menuru t  Undang- Undang Nomor  28 Tahun 1999  

ten tang  Penye lenggaraan  Negara  yang  Bers ih  dan  

Bebas  dar i  Korups i ,  Kolus i  dan  Nepot i sme,  seh ingga  

dal i l  Penggugat  harus  

Hal  39 dar i  89 ha l  Put .  No.  119/G/20 11/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39
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dikesampingkan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c . Azas  Ter t i b  Penye lenggaraan  

Negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Azas  te r t i b  penye lenggaraan  negara  

ada lah  adalah  azas  yang  menjad i  landasan  

kete ra tu r an ,  keseras ian ,  dan  kese imbangan  dalam 

penye lenggaraan  

Negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  oleh  karena  penerb i t an  sura t  

obyek  gugatan  a quo  sudah  didasarkan  pada keten tuan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  ya i t u  

Pasa l  38 Ayat  (3 )  Undang- Undang Nomor  41 Tahun 1999  

ten tang  Kehutanan  dan  untuk  mel indung i  kepent i ngan  

yang  leb ih  besar  ya i t u  ke les ta r i a n  hutan ,  maka 

penerb i t an  sura t  obyek  gugatan  a  quo  t i dak  

melanggar  azas  te r t i b  penye lenggaraan  Negara ;

d. Azas  

Propors i ona l i t a s ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Azas  propors i ona l i t a s  ada lah  azas  

yang  mengutamakan  kese imbangan  anta ra  hak  dan  

kewaj i ban ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Meskipun  Penggugat  te lah  memenuhi  

kewaj i bannya ,  te tap i  karena  yang  dimohon  te rnya ta  

merupakan  kawasan  hutan  produks i  yang  berba tasan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40
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langsung  dengan  kawasan  Hutan  Lindung  Regis te r  75 

Rinduhat i ,  yang  apab i l a  d i l akukan  keg ia tan  

per tambangan  pada  hutan  produks i  te rsebu t  akan  

berak iba t  te r j ad i nya  perubahan  bentang  alam,  

te rganggunya  ekos is t em,  ta ta  ai r ,  te r j ad i n ya  

ban j i r ,  eros i ,  h i l angnya  fungs i  hutan ,  seh ingga  

tu juan  penye lenggaraan  kehutanan  sebaga imana  

diamanatkan  oleh  undang- undang  t i dak  te rcapa i .  

Selan ju tnya  kawasan  hutan  produks i  d imaksud  akan  

di j ad i kan  kawasan  penyangga  atau  buf fe r  zone  hutan  

l i ndung  Regis te r  75  Rindu  

Hat i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan  demik ian  penerb i t an  sura t  

obyek  gugatan  a  quo  yang  menolak  permohonan  iz i n  

pin j am  paka i  kawasan  hutan  produks i  t i dak  melanggar  

azas  

propors i ona l i t a s ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

e. Azas  

Akuntab i l i t a s ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dal i l  Penggugat  yang  menyatakan  

bahwa  sura t  ob jek  gugatan  a  quo  melanggar  azas  

akuntab i l i t a s  ada lah  dal i l  yang  t i dak  benar ,  karena  

penerb i t an  sura t  ob jek  gugatan  a  quo  te l ah  sesua i  

dengan  keten tuan  Pasa l  38  Ayat  (3 )  Undang- Undang  

Hal  41 dar i  89 ha l  Put .  No.  119/G/20 11/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41
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Nomor  41  Tahun  1999  ten tang  Kehutanan  yang  

mensyara t kan  pember ian  iz i n  pin jam  paka i  pada  

kawasan  hutan  produks i  d i l akukan  secara  se lek t i f .  

Karena  kawasan  hutan  produks i  yang  dimohon  pin j am  

paka i  o leh  Penggugat  berba tasan  langsung  dengan  

kawasan  hutan  l i ndung  Regis te r  75  Rinduhat i ,  

sedangkan  keg ia tan  per tambangan  batubara  akan  

berdampak  pada kerusakan  hutan  sebaga imana  dimaksud  

angka  6  huru f  d  di  atas ,  maka sudah  tepa t  apab i l a  

permohonan  yang  bersangku tan  

di t o l a k ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan  demik ian  sura t  ob jek  gugatan  

a  quo  t i dak  melanggar  azas  

akuntab i l i t a s ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d i  atas ,  

maka  penerb i t an  sura t  obyek  gugatan  a  quo  t i dak  

melanggar  Azas- Azas  Umum Pemer in tahan  yang  Baik ,  

seh ingga  dal i l  gugatan  Penggugat  harus  

di t o l a k ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I . DALAM  PERMOHONAN 

PENUNDAAN;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Terhadap  dal i l  Penggugat  pada  ha laman  15  dan  16  yang  

in t i n ya  mengajukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42
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mengajukan  permohonan  penundaan  ( schors i ng ) ,  dapat  

Tergugat  tanggap i  sebaga i  

ber i ku t : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Berdasarkan  Pasa l  67  Ayat  (4 )  Undang- Undang  Nomor  5 

Tahun  1986  di ten tukan  bahwa  permohonan  penundaan  

sebaga imana  dimaksud  Ayat  (2 )  d ikabu l kan  hanya  apab i l a  

te rdapa t  keadaan  yang  sangat  mendesak  yang  

mengak iba tkan  kepent i ngan  Penggugat  sangat  d i rug i kan  

j i k a  keputusan  Tata  Usaha Negara  yang  d iguga t  te rsebu t  

te tap  di l aksanakan .  Selan ju t nya  dalam Penje lasan  Pasa l  

67  te rsebu t  d i j e l a skan  bahwa  Pengad i l an  akan  

mengabulkan  permohonan  penundaan  pe laksanaan  keputusan  

Tata  Usaha  Negara  te rsebu t  hanya  apab i l a  te rdapa t  

keadaan  yang  sangat  mendesak  ya i t u  j i k a  kerug ian  yang  

akan  dider i t a  Penggugat  akan  sangat  t i dak  se imbang  

diband ing  dengan  manfaa t  yang  akan  d i l i n dung i  o leh  

pelaksanaan  Keputusan  Tata  Usaha Negara  te rsebu t ; - - - -

2. Bahwa kerug ian  yang  d ida l i l k a n  Penggugat  berupa  biaya  

untuk  keg ia tan  surve i  pendahu luan ,  penyed iaan  ala t -

ala t  bera t ,  tenaga  ker j a ,  in f r as t r u k t u r  ada lah  res i ko  

yang  harus  di t anggung  oleh  Penggugat  send i r i  karena  

te l ah  melakukan  keg ia tan  sebe lum  mendapat  i z i n  dar i  

Tergugat .  Bahkan  keg ia tan  te rsebu t  merupakan  

pelanggaran  keten tuan  Pasa l  50  Ayat  (3 )  huru f  g  jo .  

Pasal  78  Ayat  (6 )  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  1999  

Hal  43 dar i  89 ha l  Put .  No.  119/G/20 11/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43
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ten tang  

Kehutanan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan  demik ian  kerug ian  yang  dida l i l k a n  Penggugat  

t i dak  berdasar  dan  harus  

dikesampingkan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  maka  t i dak  

te rdapa t  kepent i ngan  yang  mendesak  pada  d i r i  

Penggugat ,  sebaga imana  dimaksud  Pasa l  67  Ayat  (4 )  

Undang- Undang  Nomor  5 Tahun  1986,  seh ingga  permohonan  

penundaan  pelaksanaan  sura t  ob jek  gugatan  a  quo  yang  

dimohon  Penggugat  te rsebu t  t i dak  bera lasan  dan  harus  

di to l ak ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dar i  ura ian  yang  te rdapa t  da lam  pokok  perkara  maupun  dalam 

permohonan  penundaan  te rsebu t  d i  atas ,  se lan ju t nya  Tergugat  

mohon  dengan  hormat  kepada   Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Jakar t a  yang  menangan i  perkara     a  quo  untuk  

memer iksa ,  mengadi l i ,  dan  memutuskan  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam  Pokok  

Perkara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menolak  se lu ruh  gugatan  

Penggugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44
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Menghukum  Penggugat  untuk  membayar  b iaya  

perkara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam 

Penundaan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menolak  permohonan  Penetapan  Penundaan  dar i  

Penggugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa atas  Jawaban  Tergugat  te r sebu t ,  Pihak  

Penggugat  te l ah  mengajukan  Repl i k  pada pers idangan  tangga l  23 

Agustus  2011  dan  atas  Repl i k  Penggugat  te rsebu t  Pihak  

Tergugat  te l ah  mengajukan  Dupl i k  pada  pers i dangan  tangga l  22 

September  2011,  yang  untuk  mempers ingka t  ura ian  putusan  in i ,  

Repl i k  Penggugat  dan   Dupl i k   Tergugat  cukup  menunjuk  pada 

Ber i t a  Acara  Pers idangan  yang  bersangku tan ,  namun merupakan  

satu  kesa tuan  dalam  putusan  

in i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  

gugatannya ,  Pihak  Penggugat  te l ah  mengajukan   bukt i  berupa  

fo tocopy  sura t - sura t  yang  te l ah  di metera i kan  cukup,  dan te l ah  

dicocokkan  dengan  as l i  atau  fo tocopynya  yang  diber i  tanda  P- 1 

sampai  dengan  P- 48,  adalah  sebaga i   ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bukt i  P- 1 : Akta  Nomor  :  122  tangga l  11  Oktober  1984  

ten tang  Pendi r i an  Perseroan  Terbatas  PT.  Danau 

Mashi tam,  d ibua t  d ihadapan  Notar i s  H.  Zawi r  

Hal  45 dar i  89 ha l  Put .  No.  119/G/20 11/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45
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Simon,  S.H. ,  Pejaba t  Pembuat  Akta  Tanah  d i  

Jakar ta .  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bukt i  P- 2 : Akta  Nomor  :  101  tangga l  20  Maret  1985  ten tang  

Pembetu lan  PT.  Danau  Mashi tam  dibua t  d ihadapan  

Notar i s  H.  Zawi r     Simon,  S.H. ,  Pejaba t  

Pembuat  Akta  Tanah  di  Jakar t a .  (Fo tocopy  dar i  

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bukt i  P- 3 : Kut ipan  dar i  Keputusan  Menter i  Kehak iman  

Nomor  :  C-2160  HT01.01TH85  tangga l  30  Maret  

1985  mengenai  Perse tu j uan  atas  Akta  Pendi r i an  

Perseroan  Terba tas  PT.  Danau  Mashi tam.  

(Fo tocopy  dar i  

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

4. Bukt i  P- 4 : Akta  Nomor  :  2 tangga l  31  Oktober  1985  ten tang  

Pernya taan  Keputusan  Pemegang  Saham PT.  Danau 

Mashi tam  d ibua t  d ihadapan  Salmia t y  Hadj i d j ah  

Mut ia ra  Mokogin ta ,  S.H. ,  Notar i s   d i  Bogor .  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bukt i  P- 5 : Keputusan  Di rek tu r  Jendera l  Per tambangan  Umum 

Nomor  :  73.K /2014 /DDJP/1994 ,  tangga l  16  

Pebruar i  1994  ten tang  Pember ian  Kuasa  

Per tambangan  Eksp lo i t a s i  (DU.519 /  Bengku lu ) .  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46
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(Fo tocopy  dar i  

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bukt i  P- 6 : Keputusan  Di rek tu r  Jendera l  Per tambangan  Umum 

Nomor  :  74.K /2014 /DDJP/1994 ,  tangga l  16  

Pebruar i  1994  ten tang  Pember ian  Kuasa  

Per tambangan  Pengangkutan  dan  Kuasa  

Per tambangan  Penjua lan .  (Fo tocopy  dar i  

fo tocopy )  ; - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bukt i  P- 7 : Keputusan  Bupat i  Bengku lu  Utara  Nomor  :  702  

Tahun  2001  tangga l  4  Desember  2001  ten tang  

Pember ian  Kuasa  Per tambangan  Eksp lo i t a s i  (DU-

519/Bengku lu ) .  (Fo tocopy  dar i  

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bukt i  P- 8 : Keputusan  Bupat i  Bengku lu  Utara  Nomor  :  703  

Tahun  2001  tangga l  4  Desember  2001  ten tang  

Pember ian  Perpan jangan  Per tama   Kuasa  

Per tambangan  Pengangkutan  dan  Penjua lan   (DU-

519/Bengku lu ) .  (Fo tocopy  dar i  

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bukt i  P- 9 : Keputusan  Bupat i  Bengku lu  Utara  Nomor  :  463  

Tahun  2008  tangga l  29  Ju l i  2008  ten tang  

Perpan jangan  Kedua  Kuasa  Per tambangan  

Pengangkutan  dan  Penjua lannya  Batubara .  

(Fo tocopy  dar i  fo tocopy  yang  

di l ega l i s i r ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  47 dar i  89 ha l  Put .  No.  119/G/20 11/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47
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10. Bukt i  P- 10 : Keputusan  Bupat i  Bengku lu  Tengah  

Nomor  :  134  Tahun  2009  tangga l  30  Ju l i  2009  

ten tang  Perse tu j uan  Perpan jangan  Kedua  Iz i n  

Usaha  Per tambangan  Operas i  Produks i  kepada  PT.  

Danau  Mashi tam.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. Bukt i  P- 11 : Keputusan  Bupat i  Bengku lu  Tengah  

Nomor  :  135  Tahun  2009  tangga l  30  Ju l i  2009  

ten tang  Perse tu j uan  Iz i n  Usaha  Per tambangan  

( IUP)  Pengangkutan  dan  Penjua lan  kepada     PT.  

Danau  Mashi tam.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - -

12. Bukt i  P- 12 : Sura t  Menter i  Kehutanan  Republ i k  

Indones ia  Nomor  :  S.139/Menhut - I I / 2011 ,  tangga l  

15  Maret  2011  yang  di tu j ukan  kepada  PT.  Danau 

Mashi tam,  ha l  :  Penolakan  Permohonan  Iz i n  

Pin jam  Paka i  Kawasan  Hutan  PT.  Danau  Mashi tam  

di  Kelompok  Hutan  Rindu  Hat i  Reg.75 .  (Fotocopy  

sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. Bukt i  P- 13 : Buku  Admin is t r a s i  Sura t  Masuk 

PT.  Danau  Mashi tam  yang  d ida lamnya  te rcan tum  

bahwa  Sura t  Menter i  Kehutanan  Republ l i k  

Indones ia  Nomor  :  S.139/Menhut - I I / 2011 ,  tangga l  

15  Maret  2011,  hal  :  Penolakan  Permohonan  Iz i n  

Pin jam  Paka i  Kawasan  Hutan  PT.  Danau  Mashi tam  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48
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di  Kelompok  Hutan  Rindu  Hat i  Reg.75  d i t e r ima  

oleh  PT.  Danau  Mashi tam  pada  tangga l  21  Maret  

2011.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. Bukt i  P- 14 : Nota  Dinas  Kepala  Badan 

Plano log i  Kehutanan  dan  Perkebunan  Depar temen  

Kehutanan  dan  Perkebunan  No.372 /C /V I I I - 4/1998  

tangga l  8  Desember  1998  yang  di tu j ukan  kepada  

Menter i  Kehutanan  dan  Perkebunan,  per i ha l  :  

Permohonan  Perse tu j uan  Penggunaan  Kawasan  Hutan  

untuk  Kegia tan  Eksp lo i t a s i  Penambangan  Batubara  

di  Wi layah  DU.159/Bengku lu  Kabupaten  Daerah  

Tingka t  I I  Bengku lu  Utara  Prop ins i  Daerah  

Tingka t  I  Bengku lu  a.n .  PT.  Danah  Mashi tam.  

(Fo tocopy  dar i  

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

15. Bukt i  P- 15 : Sura t  Menter i  Kehutanan  dan 

Perkebunan  R. I .  Nomor  :  13/Menhutbun- VI I / 1999 ,  

tangga l  6  Januar i  1999  yang  di tu j ukan  kepada  

Menter i  Per tambangan  dan  Energ i ,  per iha l  :  

Perse tu j uan  Penggunaan  Kawasan  Hutan  Produks i  

Tetap  se luas  + 373  ha  untuk  Kegia tan  

Penambangan  Eksp lo i t a s i  Batubara  di  Kabupaten  

Daerah  Tingka t  I I  Bengku lu  Utara  a.n .  PT.  Danau 

Mashi tam.  (Fo tocopy  dar i  

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  49 dar i  89 ha l  Put .  No.  119/G/20 11/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49
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16. Bukt i  P- 16 : Sura t  Menter i  Kehutanan  dan 

Perkebunan  R. I .  Nomor  :  14/Menhutbun- VI I / 1999 ,  

tangga l  6  Januar i  1999  yang  di tu j ukan  kepada  

Kepala  Badan  Plano log i  Kehutanan  dan  

Perkebunan ,  per iha l  :  Laporan  Hasi l  Penin jauan  

Lapangan  Kawasan  Hutan  yang  dimohon  oleh  

Menter i   Per tambangan  dan  Energ i  untuk  

Penambangan  Bahan  Gal ian  Batubara  a.n .  PT.  

Danau  Mashi tam  d i  Prop ins i  Daerah  Tingka t  I ,  

Bengku lu .  (Fo tocopy  dar i  

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. Bukt i  P- 17 : Keputusan  Menter i  Kehutanan  dan 

Perkebuan  Nomor  :  243/Kp ts - I I / 1999 ,  tangga l  27  

Apr i l  1999  ten tang  Perubahan  Fungs i  Sebagian  

Kawasan Hutan  Lindung  Rindu  Hat i  Regis te r  No.75  

se luas  + 373  (T iga  Ratus  Tujuh   Puluh  Tiga)  

Hektar ,  yang  te r l e t a k  d i  Kelompok  Hutan  Sungai  

Rinduhat i ,  Sungai  Manggus  Keci l ,  Kecamatan  Taba  

Penanjung ,  Kabupaten  Daerah  Tingka t  I I  Bengku lu  

Utara ,  Prop ins i  Daerah  Tingka t  I I  Bengku lu  

Utara ,  Prop ins i  Daerah  Tingka t  I  Bengku lu ,  

menjad i  Kawasan  Hutan  Produks i .  (Fo tocopy  dar i  

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

18. Bukt i  P- 18 : Sura t   Kepala  Badan  Plano log i  

dan  Kehutanan  Depar temen  Kehutanan  dan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50
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Perkebunan  Nomor  :  876/V I I - KP/1999  tangga l  1999  

yang  di tu j ukan  kepada  Kepala  Kanto r  Wi layah  

Depar temen  Kehutanan  dan  Perkebunan  Prop ins i  

Bengku lu ,  Per iha l  :  Perubahan  Fungs i  Sebagian  

Kawasan Hutan  Lindung  Rindu  Hat i  Reg.75  menjad i  

Kawasan Hutan  Produks i .  (Fotocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

19. Bukt i  P- 19 : Sura t  Keputusan  Kepala  Kantor  

Wilayah  Depar temen  Kehutanan  dan  Perkebunan  

Prop ins i  Bengku lu  Nomor  :  307/Kp ts /Kw l - 4/1999  

tangga l  28 Oktober  1999  ten tang  Penunjukkan  Tim 

Pengukuran  dan  Pemancangan  Batas  Prubahan  

Fungs i  Sebagian  Kawasan  Hutan  L indung  Har i  

Reg.75menjad i  Kawasan  Hutan  Produks i  d i  

Kelompok  Sungai  Rinduhat i  dan  Sungai  Manggus  

Kec i l  Kecamatan  Taba  Penanjung  Kabupaten  

Bengku lu  Utara  Seluas  + 373  Ha  untuk  

Keper luan  Pin jam  Pakai  Kawasan  Hutan  An.  PT.  

Danau  Mashi tam.  (Fo tocopy  dar i  

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20. Bukt i  P- 20 : Sura t  Kepala  Dinas  Kehutanan  

Pemer in tah  Prop ins i  Bengku lu  kepada  Kepala  

Badan  Plano log i  Depar temen  Kehutanan  Nomor  :  

590/372 ,  tangga l  22  Jun i  2005,  Per iha l  Pin jam  

Pakai  Kawasan  Hutan  Produks i  Tetap  untuk  

Kegia tan  Penambangan  Batubara  a.n .  PT.  Danau 

Hal  51 dar i  89 ha l  Put .  No.  119/G/20 11/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mashi tam.  (Fo tocopy  dar i  fo tocopy  yang  

di l ega l i s i r ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21. Bukt i  P- 21 : Sura t  Kepala  Dinas  Kehutanan  

Pemer in tah  Prop ins i  Bengku lu  kepada  Kepala  

Badan  Plano log i  Kehutanan  Depar temen  Kehutanan  

Nomor  :  522.11 /766 /2005 ,  tangga l  10  Desember  

2005,   Per iha l  Perpan jangan  I j i n  Pin jam  Paka i  

Kawasan HP.  Semidang  Buk i t  Kabu,  HP.  Rindu  Hat i  

I  dan  HP.  Rindu  Hat i  I I  untuk  Kegia tan  

Penambangan  Batubara  A.n .  PT.  Danau  Mashi tam.  

(Fo tocopy  dar i  

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22. Bukt i  P- 22 : Sura t  Kepala  Dinas  Kehutanan  

Pemer in tah  Prop ins i  Bengku lu  kepada  Menter i  

Kehutanan   Republ i k  Indones ia  Nomor  :  

522/448 /2008 ,  tangga l  26  Mei  2008,  Per iha l  

Keje lasan  Sta tus  Hutan  Produks i  Tetap  (HP)  

Rindu  Hat i  se luas  + 373  Ha,  (Fo tocopy  dar i  

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

23. Bukt i  P- 23 : Sura t  Di rek tu r  PT.  Danau 

Mashi tam  kepada  Menter i  Kehutanan  Nomor  :  

605/DIR- DMH/VI /2008 ,  Per iha l  Permohonan  Pin jam  

Pakai  Kawasan.  (Fotocopy  dar i  

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukt i  P- 24 : Sura t  Di rek tu r  PT.  Danau 

Mashi tam  kepada  Kepala  Pusat  Pengukuhan  dan  

Penatagunaan  Kawasan  Hutan ,  Nomor  :  610/DMH-

DIR/VI I / 2008 ,  tangga l  14  Ju l i  2008.  (Fo tocopy  

dar i  

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25. Bukt i  P- 25 : Sura t  Di rek tu r  PT.  Danau 

Mashi tam kepada  Menter i  Kehutanan  R. I . ,  Nomor  :  

635/DIR/ - DMH /X /2008 ,  tangga l  21  Oktober  2008,  

Per iha l  Permohonan  Penetapan  Pin jam  Paka i  

Kawasan  Hutan  Produks i  Terba tas  se luas  373  ha  

An.  PT.  Danau Mashi tam di  wi layah  Kab.  Bengku lu  

Utara - Prop ins i  Bengku lu .  (Fo tocopy  dar i  

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26. Bukt i  P- 26 :  Sura t  Menter i  Kehutanan  R. I .  kepada  

Gubernur  Bengku lu ,  Nomor  :  S.60/Menhut - I I / 2009 ,  

tangga l  3  Pebruar i   2009,  Per iha l :  Penje lasan  

Kepast i an  Fungs i  Kawasan  Hutan  Lokas i  

Per tambangan  PT.  Danau  Mashi tam  dan  PT.  Buk i t  

Sunur  di  Prop ins i  Bengku lu .  (Fo tocopy  dar i  

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27. Bukt i  P- 27 : Pera tu ran  Menter i  Kehutanan  

Nomor  :  P.43 /  Menhut - I I / 2008 ,  ten tang  Pedoman 

Pin jam  Paka i  Kawasan  Hutan .  (Fotocopy  dar i  

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  53 dar i  89 ha l  Put .  No.  119/G/20 11/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28. Bukt i  P- 28 : Sura t  Di rek tu r  Penggunaan  

Kawasan  Hutan  kepada  Di rek tu r  PT.  Danau 

Mashi tam,  Nomor  :  S.174/PKH- 1/2009 ,  tangga l  31  

Maret  2009,  Hal  :  Penggunaan  Kawasan  Hutan  

untuk  Penambangan  Batu  Bara  dan  Pembangunan  

Sarana  Prasarana  Penun jangnya  a.n .  PT.  Danau 

Mashi tam  di  Prop ins i  Bengku lu .  (Fotocopy  sesua i  

dengan 

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

29. Bukt i  P- 29 : Sura t  Di rek tu r  Penggunaan  

Kawasan  Hutan  kepada  Kepala  Dinas  Kehutanan  

Prop ins i  Bengku lu ,  Nomor  :  S.178/PKH- 1/2009,  

tangga l  31  Maret  2009,  Hal  :  Evaluas i  

Perse tu j uan   Penggunaan  Kawasan  Hutan  untuk  

Penambangan  Batu  Bara  dan  Pembangunan  Sarana  

Prasarana  Penunjangnya  a.n .  PT.  Danau  Mashi tam  

di  Prop ins i  Bengku lu .  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30. Bukt i  P- 30 : Sura t  Di rek tu r  PT.  Danau 

Mashi tam  kepada  Di rek tu r  Penggunaan  Kawasan  

Hutan ,  Nomor  :  084/DMH-DIR/X/2009 ,  tangga l  26  

Oktober  2009,  Hal  :  Persyara tan  untuk  Proses  

Pin jam  Paka i  Kawasan  Hutan  atas  nama PT.  Danau 

Mashi tam  di  Prop ins i  Bengku lu .  (Fotocopy  dar i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31. Bukt i  P- 31 : Sura t  Gubernur  Bengku lu  kepada  

Menter i  Kehutanan  R. I . ,  Nomor  :  522/212 /D i shu t ,  

tangga l  7  Agustus  2009,  Hal  :  Rekomendas i  Iz i n  

Pin jam  Paka i  Kawasan  Hutan  An.  PT.  Danau 

Mashi tam  di  Hutan  Produks i  Tetap  se luas  + 373 

Ha.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

32. Bukt i  P- 32 : Sura t  Kepala  Dinas  Kehutanan  

Prop ins i  Bengku lu  kepada  Di rek tu r  Penggunaan  

Kawasan Hutan ,  Nomor  :  522/767 /2009 ,  tangga l  25 

September   2009,  Hal  :  Moni to r i ng  dan  Evaluas i  

An.  PT.  Danau Mashi tam.  (Fotocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - -

33. Bukt i  P- 33 : Sura t  Kepala  Dinas  Kehutanan  

Prop ins i  Bengku lu  kepada  Di rek tu r  Penggunaan  

Kawasan Hutan  Di t j en  Plano log i  Kehutanan,  Nomor  

:  522/599 /2010 ,  tangga l  21   September   2010,  

Per iha l  :  Hasi l  Rekonst ruks i  Batas  Pin jam Paka i  

pada  Hutan  Produks i  Tetap  Rindu  Hat i  I  dan  I I  

An.  Danau  Mashi tam.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

34. Bukt i  P- 34 : Sura t  Di rek tu r  Jendera l  

Plano log i  Kehutanan ,  kepada  Di rek tu r  Jendera l  

Hal  55 dar i  89 ha l  Put .  No.  119/G/20 11/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bina  Produks i  Kehutanan ,   Nomor  :  S.550/V I I -

PKH/2010,  tangga l  20  Agustus  2010,  Per iha l  :  

Per t imbangan  Tekn is  Pin jam  Paka i  Kawasan  Hutan  

a.n .  Danau  Mashi tam  d i  Prov ins i  Bengku lu .  

(Fo tocopy  dar i  

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

35. Bukt i  P- 35 : Sura t  Di rek tu r  Jendera l  Bina  

Usaha  Kehutanan ,  kepada  Di rek tu r  Jendera l  

Plano log i  Kehutanan ,   Nomor  :  S.93 /V I -

BRPUK/2011,  tangga l  24 Januar i   2011,  Per iha l  :  

Per t imbangan  Tekn is  Permohonan  Pin jam  Paka i  

Kawasan  Hutan  untuk  Kegia tan  Eksp lo i t a s i  

Batubara  dan  Sarana  Penunjangnya   a.n .  Danau 

Mashi tam  di  Kab.  Bengku lu  Utara ,  Prov .  

Bengku lu .  (Fo tocopy  dar i  

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

36. Bukt i  P- 36 : Kwi tans i  untuk  Biaya  Pengukuran ,  

Pemancangan  Batas  dan  Inven ta r i s as i  Tegakan  

untuk  PT.  Danau  Mashi tam,  tangga l  7  September  

1999  sebesar  Rp.  47.302 .500  (Empat  puluh  tu j uh  

t i ga  ra tus  dua  r i bu  l ima  ra tus  rup iah ) .  

(Fo tocopy  dar i  fo tocopy ) ; - -

37. Bukt i  P- 37 (1 )  : Per jan j i a n  Ker ja  Sama 

Pengupasan  Lapisan  Tanah  dan  Renta l  Ala t  untuk  

Eksp lo i t a s i  Batu  Bara  anta ra  PT.  Danau Mashi tam  

dengan  PT.  Borneo  Suktan   Min ing ,  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.001/SP/DMH-BSM/VI I / 2008 ,  tangga l  23  Ju l i  

2009.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

38. Bukt i  P- 37 (2 ) : Per jan j i a n  Ker ja  Sama 

Pengupasan  Lapisan  Tanah  dan  Renta l  Ala t  untuk  

Eksp lo i t a s i  Batubara  anta ra  PT.  Danau  Mashi tam  

dengan  PT.  Laras  Tenaga  Makmur ,  Nomor  :  

015/SKP/DMH-DIR/ I I / 2 010 ,  tangga l  16  Pebruar i  

2010.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

39. Bukt i  P- 37 (3 ) : Per jan j i a n  Peker jaan  

Pengupasan  Lapisan  Tanah  Penutup  (Overburden)  

Pada  Penambangan  Batubara  anta ra  PT.  Danau 

Mashi tam  dengan  CV.  Ci t r a  Selaras ,  Nomor  :  

071/SKP/DMH-DIR/ I I I / 2 010 ,  tangga l  15  Maret  

2010.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

40. Bukt i  P- 37 (4 ) : Sura t  Per jan j i a n  Sewa Ala t  Bera t  

anta ra  anta ra    PT.  Danau  Mashi tam  dengan  CV.  

Ci t ra  Selaras ,  Nomor  :  072/SKP/DMH-

DIR/ I I I / 2 010 ,  tangga l  15  Maret  2010.  (Fo tocopy  

sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  57 dar i  89 ha l  Put .  No.  119/G/20 11/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

41.Buk t i  P- 37 (5 ) : Per jan j i a n  Ker ja  Sama Pengupasan  Lapisan  

Tanah  dan  Renta l  Ala t  untuk  Eksp lo i t a s i  

Batubara  anta ra  PT.  Danau  Mashi tam  dengan  PT.  

Selamat  Jaya,  Nomor  :  070/SKP/DMH-DIR/VI / 2010 ,  

tangga l  01  Jun i   2010.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - -

42. Bukt i  P- 37 (6 ) : Per jan j i a n  Ker ja  Sama 

Pengelupasan  Lap isan  Tanah  dan  Renta l  Ala t  

untuk  Eksp lo i t a s i  Batubara  anta ra  PT.  Danau 

Mashi tam   dengan  PT.  Fet ro  Rejang ,  Nomor  :  

90/SKP/DMH-DIR/XI / 2010 ,  tangga l  16  Nopember  

2010.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

43. Bukt i  P- 37 (7 ) : Per jan j i a n  Peker jaan  

Pengupasan  Lap isan  Tanah  Penutup  (Overburden)  

Pada  Penambangan  Batubara  anta ra  

PT.  Danau  Mashi tam  dengan  PT.  Mit ra  Kembar ,  

Nomor  :  096/SKP/DMH-DIR/ IV /2011 ,  tangga l  11 

Apr i l  2011.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

44. Bukt i  P- 37 (8 ) : Sura t  Per jan j i a n  Sewa 

Ala t  Bera t  anta ra  PT.  Danau  Mashi tam  dengan  

PT.  Mit ra  Kembar  No  :  098/SKP/  DMH-

DIR/ IV /2011 ,  tangga l  11 Apr i l  2011.  (Fo tocopy  

sesua i  dengan  as l i ) ; - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bukt i  P- 37 (9 ) : Per jan j i a n  Sewa  Ala t  

Bera t  anta ra  PT.  Danau  Mashi tam  dengan  CV.  

Ci t r a  Sela ras ,  Nomor  :  104/SKP/DMH-

DIR/ IV /2011 ,  tangga l  23 Apr i l  2011.  (Fo tocopy  

sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

46.Buk t i  P- 37 (10) : Per jan j i a n  Peker jaan  Pengupasan  

Lap isan  Tanah  Penutup  (Overburden)  Pada 

Penambangan  Batubara  anta ra  PT.  Danau 

Mashi tam  dengan  CV.  Ci t ra  Sela ras ,  Nomor  :  

104/SKP/DMH-DIR/ IV /2011 ,  tangga l  23  Apr i l  

2011.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

47. Bukt i  P- 38 (1 ) : Sura t  Pernya taan  

Persona l i a  PT.  Ci t ra  Sela ras  Persada  Nomor  :  

01/CSP- PT.DANAU MAS HITAM/VI I I / 2 011 ,  tangga l  

06  Agustus  2011.  (Fotocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - -

48. Bukt i  P- 38 (2 ) : Sura t  Pernya taan  

Persona l i a  PT.  Bi tan  Abadi  Min ing  Nomor  :  

01/BAM-PT.Danau  Mas Hi tam/VI I I / / 2 011 ,  tangga l  

6 Agustus  2011,  Hal  :  Data- data  Nama Karyawan  

PT.  Bi tan  Abadi  Min ing  Di tambang.  (Fo tocopy  

sesua i  dengan  as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - -

Hal  59 dar i  89 ha l  Put .  No.  119/G/20 11/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bukt i  P- 38 (3 ) : Sura t  Pernya taan  Sta f  

Persona l i a  PT.  Minera l s  Anugerah  Semesta ,  

tangga l  06  Agustus  2011.  (Fotocopy  sesua i  

dengan 

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

50. Bukt i  P- 38 (4 ) : Sura t  Kete rangan  PT.  

Mi t ra  Kembar  tangga l  06  Agustus  2011.  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

51. Bukt i  P- 38 (5 ) : Sura t  Pernya taan  PT.  

Laras  Tenaga  Makmur  tangga l  06  Agustus  2011.  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

52. Bukt i  P- 38 (6 ) : Sura t  Pernya taan  PT.  

Pr ima  Agung  tangga l  06  Agustus  2011.  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

53. Bukt i  P- 38 (7 ) : Sura t  Pernya taan   PT.  

Selamat  Jaya  tangga l  08  Agustus  2011.  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

54. Bukt i  P- 38 (8 ) : Daf ta r  Nama Karyawan  PT.  

Grac ia  Rama Perkasa  tangga l  08  Agustus  2011.  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

55. Bukt i  P- 39 : Pera tu ran  Menter i  Kehutanan  

Nomor  :  SK.159/  Menhut - I I / 2004 ,  ten tang  

Restoras i  Ekos is t em  d i  Kawasan  Hutan  

Produks i .  (Fo tocopy  dar i  fo tocopy /as l i  ada  

pada Terguga t ) ; - - -

56. Bukt i  P- 40 : Keputusan  Menter i  Kehutanan  

Republ i k  Indones ia  Nomor  :  SK.07/Menhut -

I I / 2011 ,  ten tang  Pencadangan  Kawasan  Hutan  

Produks i  untuk  Usaha  Pemanfaa tan  Hasi l  Hutan  

Kayu.  (Fo tocopy  dar i  fo tocopy /as l i  ada  pada  

Tergugat ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

57. Bukt i  P- 41 : Sura t  Kepala  Kanto r  Wi layah  

Prop ins i  Bengku lu  Depar temen  Kehutanan  dan  

Perkebunan  kepada  Kepala  Badan  Plano log i  

Kehutanan  dan  Perkebunan,  Nomor  :  172/Kwl -

4/99 ,  tangga l  1  Maret  1999,  Per iha l  Sura t  

Keputusan  Menter i  Kehutanan  dan  Perkebunan  

ten tang  Perubahan  Fungs i  Kawasan  Hutan  

Lindung  Rindu  Hat i  menjad i  Hutan  Produks i  

Tetap .  (Fo tocopy  dar i  fo tocopy /as l i  ada  pada  

Tergugat ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

58. Bukt i  P- 42 : Ber i t a  Acara  Pemer iksaan  Batas  

Fungs i  :  Kawasan Hutan  :  Hutan  Produks i  Tetap  

Rindu  Hat i ,  Kecamatan  :  Taba  Penan jung ,  

Kabupaten  :  Bengku lu  Utara ,  Prop ins i  :  

Hal  61 dar i  89 ha l  Put .  No.  119/G/20 11/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 61
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bengku lu ,  Luas  :  370 HA,  Panjang  :  13,922  KM,  

tangga l  10  Ju l i  2000.  (Fotocopy  dar i  

fo tocopy /as l i  ada  pada  

Tergugat ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

59. Bukt i  P- 43 : Biaya  Inves tas i  Untuk  

Pembel ian  Ala t  Bera t  Dengan  Tota l  Sejumlah  

USD 5.821 .392 .500 ,  Rp.6 .552 .817 .817  dan  JPY 

38.500 ,  te rd i r i  dar i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

60.Buk t i  P- 43 (1 ) : Compactor  :  1  Uni t ,  Tota l  USD 

58.000 .00 .  (Fotocopy  dar i  

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

61. Bukt i  P- 43 (2 ) : Motor  Grader  :  1  Uni t ,  

Tota l  USD  121.000 .00 .  (Fo tocopy  dar i  

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

62. Bukt i  P- 43 (3 ) : Dump  Truck  CW54H  :  2 

Uni t ,  Tota l  Rp.260.000 .000 .  (Fotocopy  sesua i  

dengan 

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

63. Bukt i  P- 43 (4 ) : Nissan  Drump  Truck  CWA 

211  :  5  Uni t ,  Tota l  Rp.2 .190 .000 .000 .  

(Fo tocopy  dar i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 62
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

64. Bukt i  P- 43 (5 ) : D-Max  :  Isuzu  D-Max 

Double  Cab  :  1  Uni t ,  Tota l  Rp.193.592 .727 ,  

Is i zu  D-Max  Sing le  Cab  :  1  Uni t ,  Tota l  

Rp.304.225 .090 .  (Fo tocopy  dar i  

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

65. Bukt i  P- 43 (6 ) : Exavato r  :  7  Uni t ,  

Tota l  :  USD  1.765 .200 .00 .  (Fotocopy  dar i  

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

67. Bukt i  P- 43 (7 ) : Wheel  Loader  :   Wheel  

Loader Volvo  L  120  E :  1  Uni t ,  Tota l  USD 

192.500 .00 ,  Wheel  Loader Volvo  L  180  C :  1 

Uni t ,  Tota l  USD  192.500 .00 ,  Wheel  Loader

Volvo  L  150  D4  :  1  Uni t ,  Tota l  USD 

227.480 .00 .  (Fo tocopy  dar i  

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

68. Bukt i  P- 43 (8 )  : ADT :  Uni t  4  Uni t ,  Tota l  

USD  1.254 .000 .00 .  (Fotocopy  dar i  

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

69. Bukt i  P- 43 (9 ) : Bul l doze r  :  Komatsu  Model  

D155A- 2  :  1  Uni t ,  Tota l  USD 399.300 .00 ,  

Komatsu  Model  D155A- 2  :  1  Uni t ,  Tota l  USD 

330.000 .00 ,  Komatsu  Model  D155A- 2  :  1  Uni t ,  

Tota l  USD 389.812 .50 ,  Komatsu  Model  D85E- SS-2 

Hal  63 dar i  89 ha l  Put .  No.  119/G/20 11/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 63
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

:  1 un i t ,  Tota l  USD 212.300 .00 ,  Komatsu  Model  

D85E- SS-2  :  1  un i t ,  Tota l  USD 179.300 .00 ,  

Komatsu  Model  D85E- SS-2A :  1  un i t ,  Tota l  USD 

170.500 .00 ,  Komatsu  Model  D155A- 2  :  1  Uni t ,  

Tota l  USD  330.000 .000 .   (Fo tocopy  sesua i  

dengan as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

70. Bukt i  P- 43 (10)  : Dump  Truck  CWB 520 

LDN  :  5  Uni t ,  Tota l .  JPY  38.500 .000 .  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

71. Bukt i  P- 43 (11) : Nisan  CWB Tahun  2007  :  5 

Uni t ,  Tota l  Rp.3 .388 .000 .000 .  (Fo tocopy  dar i  

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

72. Bukt i  P- 43 (12) : Daiha tsu  High l i ne  :  1 

Uni t ,  Tota l  :  Rp.  Rp.110.000 .000 .  (Fo tocopy  

sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

73. Bukt i  P- 43 (13) : Rocky  :  1  Uni t ,  Tota l  

Rp.107.000 .000 .  (Fo tocopy  dar i  

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

74. Bukt i  P- 44 : Pembayaran  Iu ran  Tetap  

Tahunan/Land  Rent  untuk  Per iode  Tahun  1995  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 64
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sampai  Tahun  2001  dengan  to ta l  se jumlah  

Rp.191.659 .061 .50  (se ra tus  sembi l an  puluh  

satu  ju ta  enam ra tus  l ima  puluh  sembi lan  r ibu  

enam  puluh  satu  rup iah  l ima  puluh  sen) ,  

te rd i r i  

dar i  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

75. Bukt i  P- 44 (1 ) : Tahun  1995  :  

Rp.2 .401 .950 .00 .  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

76. Bukt i  P- 44 (2 ) : Tahun  1996  :  

Rp.2 .522 .047 .00 .  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

77. Bukt i  P- 44 (3 ) : Tahun  1997  :  

Rp.2 .402 .000 .00 .  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

78. Bukt i  P- 44 (4 ) : Tahun  1998  :  

Rp.2 .401 .950 .00 .  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

79. Bukt i  P- 44 (5 ) : Tahun  1999  :  

Rp.2 .401 .950 .00 .  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  65 dar i  89 ha l  Put .  No.  119/G/20 11/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 65
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

80. Bukt i  P- 44 (6 ) : Tahun  2000  :  

Rp.2 .401 .950 .00 .  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

81. Bukt i  P- 44 (7 ) : Tahun  2001  :  

Rp.2 .401 .950 .00 .  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

82. Bukt i  P- 44 (8 ) : Tahun  2002  :  

Rp.2 .401 .950 .00 .  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

83. Bukt i  P- 44 (9 ) : Tahun  2003  :  

Rp.2 .546 .100 .00 .  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

84. Bukt i  P- 44 (10) : Tahun  2004  :  

Rp.21 .217 .225 .00 .  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

85. Bukt i  P- 44 (11) : Tahun  2005  :  

Rp.20 .016 .250 .00 .  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

86. Bukt i  P- 44 (12) : Tahun  2006  :  Rp.  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 66
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

20.016 .250 .00 .  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

87. Bukt i  P- 44 (13) : Tahun  2007  :  Rp.  

20.016 .250 .00 .  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

88. Bukt i  P- 44 (14) : Tahun  2008  :  Rp.  

20.016 .250 .00 .  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

89. Bukt i  P- 44 (15) : Tahun  2009  :  Rp.  

23.609 .500 .00 .  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

90. Bukt i  P- 44 (16) : Tahun  2010  :  Rp.  

24.887 .464 .00 .  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

91. Bukt i  P- 44 (17) : Tahun  2011  :  Rp.  

20.008 .025 .00 .  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

92. Bukt i  P- 45 : Keputusan  Menter i  Kehutanan  

Republ i k  Indones ia  Nomor  :  SK4234/MENHUT-

VI /BRPUK/2011  ten tang  Perubahan  Atas  

Hal  67 dar i  89 ha l  Put .  No.  119/G/20 11/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 67
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan  Menter i  Kehutanan  Nomor  

SK.07/MENHUT-I I / 2011  ten tang  Pencadangan  

Kawasan  Hutan  Produks i  untuk  Usaha 

Pemanfaa tan  Hasi l  Hutan  Kayu.   (Fo tocopy  dar i  

fo tocopy /as l i  ada  pada  

Tergugat ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

93. Bukt i  P- 46 : Pera tu ran  Menter i  Kehutanan  

Republ i k  Indones ia  Nomor  :  P.50/Menhut -

I I / 2010  ten tang  Tata  Cara  Pember ian  dan  

Per luasan  Area l  Ker ja  Iz i n  Usaha  Pemanfaa tan  

Hasi l  Hutan  Kayu  ( IUPHHK)  Dalam Hutan  Alam,  

IUPHHK Resto ras i  Ekos is t em     atau     IUPHHK 

Hutan  Tanaman  Indus t r i  pada  Hutan  Produks i .  

(Fo tocopy  dar i  fo tocopy /as l i  ada  pada  

Tergugat ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

94. Bukt i  P- 47 : Keputusan  Menter i  Kehutanan  

Nomor  :  55/Kpts - I I / 1994  ten tang  Pedoman 

Pin jam  Paka i  Kawasan  Hutan .  (Fo tocopy  sesua i  

dengan 

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

95. Bukt i  P- 48 : Sura t  Di rek tu r  Di rek to ra t  

Peny id i kan  dan  Per l i ndungan  Hutan  kepada  

Di rek tu r  Penggunaan  Kasawan  Hutan  Di rek to ra t  

Jendera l  Plano log i  Kehutanan  Nomor  :  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 68
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.441/ IV /PPH- 2/2010  tangga l  22 Ju l i  2010,  Hal  

:  Proses  Pin jam  Paka i  Kasawan  Hutan  An.  PT.  

Danau Mas Hi tam.  (Fotocopy  dar i  fo tocopy ) ; - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  da l i l - da l i l  

Jawabannya,  Tergugat   te l ah  mengajukan   bukt i   berupa  

fo tocopy  sura t - sura t  yang  te l ah  d imete ra i kan  cukup   dan 

te lah  dicocokkan  dengan  as l i  atau  fo tocopynya  dibe r i  tanda  T 

- 1  sampai  dengan   T- 6,  adalah  sebaga i   ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bukt i  T- 1 : Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  1999  ten tang  

Kehutanan .  

(As l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bukt i  T- 2 : Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  24  Tahun  2010,  

ten tang  Penggunaan  Kawasan  Hutan .  (Fotocopy  

sesua i  dengan  as l i ) ; - - -

3. Bukt i  T- 3 : Pera tu ran  Menter i  Kehutanan  Nomor  :  

SK.159 /Menhut - I I / 2004  ten tang   (Fo tocopy  sesua i  

dengan as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bukt i  T- 4 : Sura t  Kepala  Dinas  Kehutanan  Pemer in tah  

Prop ins i  Bengku lu   kepada  Kepala  Badan  

Plano log i  Depar temen  Kehutanan   Nomor  :  

590/372 ,  tangga l  22  Jun i  2005,  Per iha l  Pin jam  

Kawasan  Hutan  Produks i  Tetap  untuk  Kegia tan  

Penambangan  Batubara  a.n .  PT.  Danau  Mashi tam.  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  

Hal  69 dar i  89 ha l  Put .  No.  119/G/20 11/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 69
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bukt i  T- 5 : Sura t  Kepala  Dinas  Kehutanan  Pemer in tah  

Prop ins i  Bengku lu   kepada  Kepala  Badan  

Plano log i  Depar temen  Kehutanan    Nomor  :  

522/766 /2005 ,  tangga l  10 Desember  2005,  Per iha l  

Perpan jangan  I j i n  Pin jam  Pakai  Kawasan  HP.  

Semidang  Buki t  Kabu,  HP.  Rindu  Hat i  I  dan  HP.  

Rindu  Hat i  I I  An.  PT.  Buki t  Suni r  dan PT.  Danau 

Mashi tam.  (Fotocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - -

6. Bukt i  T- 6 : Sura t  Menter i  Kehutanan  kepada  Di rek tu r  PT.  

Danau  Mashi tam,  Nomor  :  S.139/Menhut - I I / 2011 ,  

tangga l  15  Maret  2011,  Per iha l  Penolakan  

Permohonan  I j i n  Pin jam  Paka i  Kawasan  Hutan  PT.  

Danau  Mashi tam  d i  Kelompok  Hutan  Rindu   Hat i  

Reg.75 .  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Menimbang,  bahwa  se la i n  mengajukan  bukt i  te r t u l i s ,  

Pihak           Penggugat  mengajukan  saks i   sebanyak   1 (sa tu )  

orang  bernama  Tahan  Simamora,  BSc.F ,  SP,  M.Si ,  sedangkan  

Pihak  Tergugat  meskipun  te l ah  d ibe r i  kesempatan ,  menyatakan  

t i dak  mengajukan  

saks i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Saks i  Penggugat  te l ah  didengar  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 70
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kete rangannya   d ibawah  sumpah  menuru t  agama yang  d ianu tnya  

untuk  member ikan  kete rangan  yang  benar ,  t i dak  la i n  dar i  yang  

sebenarnya ,  yang  pada  pokoknya  member i kan  kete rangan  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TAHAN  SIMAMORA,  BSc.F ,  SP,  M.Si .  

: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa Saks i  ber tugas  di  Dinas  Kehutanan  Prop ins i  Bengku lu  

sebaga i  Kepala  Bidang  Penatagunaan  Kawasan  Hutan ,  se jak  

tahun  2009  sampai  

sekarang ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  Saks i  mengatahu i  apa yang  diguga t  d i  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Jakar t a ,  ya i t u  ten tang  Penolakan  I j i n  dar i  

Menter i  Kehutanan  menyangkut  ten tang  peker j aan  penambangan  

batu  bara  di  Bengku lu  Tengah ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  Saks i  pernah  mel iha t  lokas i  penambangan  batu  bara  

te rsebu t  ; - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  proses  i j i n  p in jam  paka i  d iu rus  se jak  tahun  

1994; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  sebe lum  melaksanakan  penambangan  harus  ada  

per jan j i a n / i j i n  te r l eb i h  dahu lu ,  dan  ada  3  kewaj i ban  yang  

harus  d ipenuh i  PT.  Danau  Mashi tam  berdasarkan  perse tu j uan  

pr ins i p  dan  PT.  Danau  Mashi tam  sudah  memenuhi  persya ra tan  

te rsebu t ,  hanya  Per jan j i a n  Pin jam  Pakai  untuk  mengelo la  

kawasan  hutan  belum  di tanda tangan i  o leh  Kanwi l ,  kemudian  

Hal  71 dar i  89 ha l  Put .  No.  119/G/20 11/PTUN- JKT
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Kanwi l  d i l i k u i das i  menjad i  Dinas  

Kehutanan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa sebe lum  tahun  2006  namanya  Per jan j i a n  Pin jam  Paka i  

dan  sete lah  tahun  2006  namanya  Sura t  I j i n  Pin jam  

Paka i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  oleh  karena  sta tusnya  ada lah  Hutan  Lindung ,  maka 

harus  d iubah  te r l eb i h  dahu lu  sta tusnya  dengan  mengajukan  

perubahan  fungs i  Hutan  Lindung  menjad i  Hutan  Produks i  dan  

Menter i  Kehutanan  te l ah  merubah  fungs inya ; - - - - - - - -

- Bahwa luas  area l  hutan  yang  di to l a k  iz i n  Pin jam  Paka inya  

ada lah  + 373 hekta r ; -

- Bahwa area l  hutan  yang   d imohonkan  o leh  PT.  Danau Mashi tam  

untuk  penambangan  batu  bara  le taknya  di tengah- tengah,  yang  

te lah  dieksp lo i t a s i  ada lah  bag ian  bawah,  sedangkan  

sampingnya  belum; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa kawasan  hutan  yang  dimohon  Penggugat  di l aksanakan  di  

hutan  produks i  dan  kewaj i ban  sudah  dipenuh i  dan  te l ah  ada  

amdal  ser ta  t i dak  ada  pernya taan  negat i f  dar i  masyaraka t  

d isek i t a r nya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  setahu  Saks i  PT.  Danau  Mashi tam  te lah  melakukan  

eksp lo i t a s i  tahun  2009.  Sete lah  i t u  Saks i  t i dak  tahu  

lag i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Menimbang,  bahwa dalam perkara  in i ,  Pihak  Tergugat  t i dak  

mengajukan  

Disclaimer
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saks i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Menimbang,  bahwa  Pihak  Penggugat  dan  Pihak  Tergugat  

te lah  menyerahkan  Kes impu lannya  masing- masing  pada tangga l  10 

Nopember  2011.  Untuk   mempers ingka t  ura ian  putusan  in i ,  

Kesimpulan  Penggugat  dan  Tergugat  te r sebu t  cukup  menunjuk  

dalam  Ber i t a  Acara  Pers idangan  yang  bersangku tan ,  namun 

merupakan  satu  kesatuan  dalam  putusan  

in i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sega la  sesuatu  yang  te r j ad i  

d ipe rs i dangan  sebaga imana  te rmuat  da lam  ber i t a  acara  

pers i dangan  dalam  perkara  in i  ada lah  merupakan  bagian  yang  

menjad i  satu  kesatuan  dengan  ura ian  putusan  in i ; - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa akh i rnya  Kedua  Belah  Pihak  menyatakan  

bahwa mereka  t i dak  akan  mengajukan  sesuatu  l ag i  da lam perkara  

in i ,  dan  se lan ju t nya  mohon 

putusan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM  

       Menimbang,  bahwa maksud  dan  tu j uan  gugatan  Penggugat  

ada lah  sebaga imana  te l ah  diu ra i kan  dalam  duduk  perkaranya  

te rsebu t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

               Menimbang,  bahwa yang  menjad i  obyek  sengketa  

dan  dimohonkan  pembata lannya  oleh  Penggugat  adalah  Sura t  

Keputusan  Menter i  Kehutanan  Republ i k  Indones ia  Nomor  :  

S.139/Menhut - I I / 2011 ,  Tangga l   15 Maret  2011  Hal  :  Penolakan  

Hal  73 dar i  89 ha l  Put .  No.  119/G/20 11/PTUN- JKT
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permohonan  i j i n  p in j am  paka i  kawasan  hutan  PT.  Danau Mashi tam  

di  Kelompok  Hutan  Rindu  Hat i  Reg.  75  ( v ide  buk t i  P- 12  = T-

6) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

               Menimbang,  bahwa te rhadap  gugatan  Penggugat  

te rsebu t ,  Tergugat  da lam  jawabannya  t i dak  memuat  ekseps i ,  

akan  te tap i  memuat  langsung  ten tang  pokok  

perkara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam  pokok  

perkara  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

               Menimbang,  bahwa  gugatan  Penggugat  pada  

pokoknya  mendal i l k an  bahwa  Tergugat  menerb i t kan  Sura t  

Keputusan  obyek  sengketa  a  quo  ber ten tangan  dengan   sura t -

sura t  keputusan   yang  dibua t  Tergugat  send i r i  ya i t u  sura t  

Nomor:  13/Menhutbun- VI I / 1999 ,  Tangga l  6  Januar i  1999  (buk t i  

P- 15)  dan  sura t  Nomor  :  S.60/Menhut - I I / 2009 ,  Tangga l  3 

Pebruar i  2009,  (buk t i  P- 26)  seh ingga  t i dak  menimbulkan  

kepast i an  hukum  dan  ket i dakpas t i an  usaha  bag i  Penggugat ,  

menginga t  fak tanya  Penggugat  sebe lum  te rb i t n ya  sura t  

keputusan  obyek  sengketa  te l ah  d ibe r i kan  perse tu j uan  

penggunaan  kawasan  hutan  produks i  te tap  se luas  kurang  leb ih  

373  hekta r  untuk  keg ia tan  penambangan  eksp lo i t a s i  batubara  

dan  Penggugat  juga  te lah  memenuhi  se lu ruh   persyara tan  yang  

diwa j i bkan  dalam  proses  permohonan  penggunaan  kawasan  hutan  

te rsebu t  ser ta  te lah  dip roses  dalam  kurun  waktu  yang  sudah  

cukup  lama  namun akh i rnya  di to l ak  Terguga t ,  o leh  karena  i t u  

Disclaimer
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t i ndakan  Tergugat  merupakan  t i ndakan  yang  melanggar  Asas- Asas  

Umum Pemer in tahan  yang  Baik ,   sebaga imana  dimaksud  Pasa l  53  

ayat  (2 )  Sub  b  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  ten tang  

Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara .  Dan  oleh  karenanya  Penggugat  

mohon  agar  keputusan  obyek  sengke ta  a  quo  harus  d inya takan  

bata l  atau  t i dak  sah  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Menimbang,  bahwa  jawaban  gugatan  dar i  p ihak  Tergugat  

da lam pokok  perkaranya  te l ah  membantah  dal i l - da l i l  gugatan  

Penggugat  yang  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  penerb i t an  

Sura t  Keputusan  obyek  sengketa  a  quo  d i t e r b i t k an  o leh  

Tergugat  te l ah  sesua i  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  

yang  ber laku  dan  azas- azas  umum  pemer in tahan  yang  

baik ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

               Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l  

gugatannya ,  Penggugat  dipe rs i dangan  te l ah  mengajukan  bukt i  

sura t - sura t  yang  dibe r i  tanda  P- 1 sampai  dengan  P- 48 dan satu  

orang  saks i ,  sedangkan  Tergugat  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  

bantahannya  te lah  pula  mengajukan  bukt i  sura t - sura t  yang  

dibe r i  tanda  T- 1 sampai  dengan  T- 6 dan  meskipun  te lah  dibe r i  

kesempatan ,  Tergugat   t i dak  mengajukan  saks i ,  dan  sesua i  

dengan  keten tuan  Pasa l  107  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  maka  te rhadap  bukt i -

bukt i  yang  re levan  sa ja  yang  di j ad i kan  dasar  per t imbangan  

Maje l i s  Hakim,  sedangkan  bukt i - bukt i  se leb ihnya  yang  t i dak  

Hal  75 dar i  89 ha l  Put .  No.  119/G/20 11/PTUN- JKT
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diper t imbangkan  te tap  di l amp i r kan  dan  menjad i  satu  kesa tuan  

dengan  berkas  

perkaranya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

          Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukt i - bukt i  yang  

dia j ukan  oleh  para  p ihak  dipers i dangan ,  se lan ju t nya  Maje l i s  

Hakim akan  melakukan  pengu j i an  ( toe t s i ng )  te rhadap  keabsahan  

Sura t  Keputusan  obyek  sengketa  a quo  dengan  menggunakan  to l ok  

ukur  keten tuan   Pasa l  53   ayat  (2 )  huru f  a  dan  b  Undang-

Undang  Nomor  9  Tahun  2004  Tentang  Perubahan   atas  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara ,  ya i t u  apakah  penerb i t an  Sura t  Keputusan  obyek  

sengketa  a  quo  te l ah  sesua i  dengan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku  dan  Azas- Azas  Umum Pemer in tahan  yang  

Baik  ataukah  

t i dak ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa oleh  karena  i t u  kebenaran  dar i  da l i l -

da l i l  gugatan  Penggugat  te rsebu t  harus lah  d ibuk t i k an  dalam 

perkara  in i  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  mengacu  pada  keten tuan  Pasa l  107  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  te rsebu t ,  maka  dar i  jawab  

menjawab  para  pihak  d ihubungkan  dengan  bukt i - bukt i  

d ipe rs i dangan  te l ah  te rungkap  fak ta - fak ta  hukum  sebaga i  

ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

          Menimbang,  bahwa Penggugat  ada lah  pemegang Kuasa  

Disclaimer
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Per tambangan  dan  te lah  mempero leh  i j i n - i j i n  atau  perse tu j uan  

dar i  ins tans i  yang  berwenang   untuk  melaksanakan  keg ia tan  

usaha  di  b idang  per tambangan  baik  dar i  Di rek tu r  Jendera l  

per tambangan  umum maupun  dar i  Bupat i  Bengku lu  Utara  se laku  

pihak / i n s t ans i  yang  berwenang  (v i de  bukt i  P- 5  sampai  dengan  

bukt i  P- 11) ; - - - - - - - - - - -

               Menimbang,  bahwa berdasarkan  Nota  dinas  Kepala  

Badan  Plano log i  Kehutanan  dan  Perkebunan,  Depar temen  

Kehutanan  dan  Perkebunan  yang  di tu j u kan  kepada  Menter i  

Kehutanan  dan  Perkebunan,  bahwa   te rhadap  penggunaan  lahan  

se luas  kurang  leb ih  423 hekta r  yang  te r l e t a k  di  kawasan  hutan  

l i ndung  Rinduha t i  Regis te r  No.  75  te lah  di l akukan  proses  

pen in jauan  dan  pengka j i an  ser ta  pene laahan  lapangan  oleh  Tim 

Tetap  sesua i  dengan  permohonan  dar i  Menter i  Per tambangan  dan  

Energ i  untuk  keg ia tan  eksp lo i t a s i  penambangan  batubara  atas  

nama  Penggugat ,  dan  te rnya ta  yang  dapat  d ipe r t imbangkan  

ada lah  se luas  kurang  leb ih  373  hekta r  dengan  cara  pin jam  

paka i  tanpa  kompensas i  dengan  keten tuan  harus  te r l eb i h  dahu lu  

di rubah  fungs inya  dar i  hutan  l i ndung  menjad i  hutan  produks i  

te tap ,  seh ingga  d i rekomendas ikan  kepada  Tergugat  agar  dapat  

member ikan  perse tu j uan  penggunaan  kawasan  te rsebu t  kepada  

Penggugat  (v i de  bukt i  P-

14) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

               Menimbang,  bahwa berdasarkan  sura t  Menter i  

Kehutanan  dan  perkebunan  RI  Nomor  :  13/Menhutbun- VI I / 1999 ,  

Tangga l  6  Januar i  1999,  dan  sura t  Nomor  :  14/Menhutbun-

Hal  77 dar i  89 ha l  Put .  No.  119/G/20 11/PTUN- JKT
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VI I / 1999 ,  Tangga l  6  Januar i  1999,  pada  pr ins i pnya  Tergugat  

te lah  menyetu ju i  penggunaan  kawasan  hutan  produks i  te tap  

se luas  kurang  leb ih  373  hekta r  untuk  keg ia tan  penambangan  

ekp lo i t a s i  batubara  atas  nama Penggugat  (v i de  bukt i  P- 15 dan  

bukt i  P- 16) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

               Menimbang,  bahwa sete lah  Penggugat  melengkap i  

persyara tannya  te rnya ta  Terguga t  te l ah  mengubah  fungs i  

sebag ian  kawasan  hutan  l i ndung  Rinduhat i  Regis te r  No.75  

se luas  kurang  leb ih  373 hekta r  menjad i  kawasan hutan  produks i  

dan te lah  di l akukan  pengukuran  ser ta  pemancangan  batas - batas .  

Dan perubahan  fungs i  te rsebu t  te lah  d isampaikan  o leh  Kepala  

Badan Plano log i  Kehutanan  dan Perkebunan  kepada  Kepala  Kanto r  

Wi layah  Depar temen Kehutanan  dan Perkebunan  Prop ins i  Bengku lu  

(v i de  bukt i  P- 17,  P- 18 dan P- 19) ; - - -

          Menimbang,  bahwa meskipun  per jan j i a n  p in j am  paka i  

kawasan  hutan  belum  dapat  d i rea l i s a s i k an  sehubungan  dengan  

adanya  Kanto r  Wi layah  Depar temen  Kehutanan  RI  di l i k u i das i ,  

namun Kepala  Dinas  Kehutanan  Bengku lu  te tap  berpegang  pr ins i p  

Tergugat ,  yang  te l ah  menyetu ju i  penggunaan  kawasan  hutan  

produks i  kepada  Penggugat  dan akan  melakukan  ta ta  batas  ulang  

te r l eb i h  dahu lu  ser ta  melakukan  eva luas i  o leh  Tim Pusat  dan  

Dinas  Kehutanan  Daerah ,  kemudian  apab i l a  has i l  eva luas i  

te rsebu t  menunjukkan  keg ia tan  eksp lo i t a s i  Penggugat  layak  

untuk  di l an j u t k an ,  maka  dapat  d i l aksanakan  Ber i t a  Acara  

pin j am  paka i  kawasan  hutan  (v i de  bukt i  P- 20,  P- 21  dan  bukt i  

T- 4,  T- 5) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

               Menimbang,  bahwa berdasarkan  sura t  Kepala  

Disclaimer
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Dinas  Kehutanan  Prop ins i  Bengku lu  Nomor  :  522/448 /2008 ,  

Tangga l  26 Mei  2008,  yang  di t u j u kan  kepada  Menter i  Kehutanan  

RI ,  Hal  :  Keje lasan  Sta tus  Kawasan Hutan  Produks i  Tetap  Rindu  

Hat i  se luas  373  hekta r ,   pada  in t i n ya  Kepala  Dinas  Kehutanan  

Prop ins i  Bengku lu  berkes impu lan   bahwa fungs i  kawasan  hutan  

te rsebu t  te tap  ber fungs i  sebaga i  hutan  produks i  te tap  (HP)  

Rinduhat i  (v i de  bukt i  P- 22) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

          Menimbang,  bahwa oleh  karena  proses  penggunaan  

kawasan  hutan  produks i  te tap  dengan  sta tus  lahan  pin j am paka i  

be lum  juga  d i rea l i s a s i k an  oleh  Tergugat .  Maka  Penggugat  

kembal i  meminta  penje lasan  kepada  Tergugat   (v ide  bukt i  P- 23,  

P- 24  dan  P-

25) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

          Menimbang,  bahwa berdasarkan  bukt i  P- 26  dan  P- 27  

sehubungan  dengan  sura t  Penggugat  te rsebu t  d i  atas ,  te rnya ta  

Tergugat  te l ah  member ikan  penegasan  mengena i  kepas t i an  fungs i  

kawasan  hutan  lokas i  penambangan Penggugat ,  dengan  menyatakan  

bahwa : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sura t  Keputusan  Terguga t  Nomor  :  243/Kpts - I I / 1999 ,  Tangga l  27  

Apr i l  1999  mengenai  perubahan  fungs i  kawasan  hutan  l i ndung  

menjad i  kawasan  produks i  masih  te tap  

ber laku ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sura t  Keputusan  Terguga t  Nomor  :  14/Menhutbun- VI I / 1999 ,  
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Tangga l  6  Januar i  1999,  Penggugat  te lah  mempero leh  

perse tu j uan  pr ins i p  penggunaan  hutan  produks i  te tap  se luas  

kurang  leb ih  373  hekta r  d i  Kecamatan  Taba  Penan jung ,  

Kabupaten  Bengku lu ,  Prop ins i  

Bengku lu ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Berdasarkan  Pasa l  32  ayat  (2 )  Pera tu ran  Menter i  Kehutanan  

Nomor  :  P.43/Menhut - I I / 2008 ,  Tentang  pedoman pin j am  paka i  

kawasan  hutan  di ten tukan  bahwa Perse tu j uan  pr ins i p  p in j am  

paka i  kawasan  hutan  yang  te l ah  ada  sebe lum  di t e t apkannya  

pera tu ran  in i  dan  belum d i t i n dak l an j u t i  dengan  per j an j i a n  

pin j am  paka i ,  proses  se lan ju t nya  disesua i kan  dengan  

keten tuan  dalam  pera tu ran  

in i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

               Menimbang,  bahwa dar i  bukt i  P- 28 sampai  dengan  

bukt i  P- 35  dipe ro leh  fak ta  bahwa  Penggugat  te lah  memenuhi  

se lu ruh  persyara tan  untuk  proses  pin jam  paka i  kawasan  hutan  

bahkan  te l ah  di tanggap i  dengan  ba ik  oleh  Gubernur  Bengku lu ,  

Dinas  Kehutanan  Prop ins i  Bengku lu ,  Di rek tu r  Jendera l  

Plano log i  Kehutanan  dan  Di t j en  Bina  Usaha  

Kehutanan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

               Menimbang,  bahwa berdasarkan  kete rangan  saks i  

yang  dia j ukan  oleh  pihak  Penggugat  bernama  Tahan  Simamora,  

BSc.F . ,  SP. ,  M.Si  d ibawah  sumpah pada  pokoknya  menerangkan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Disclaimer
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-  bahwa  Penggugat  sudah  memi l i k i  i j i n  eksp lo i t a s i  dan  

i j i n  pr ins i p  ser ta            sudah  memenuhi  persyara tan  dan  

kewaj i bannya  namun oleh  karena  pada     tahun  2008  Kanto r  

Wi layah  Bengku lu   Depar temen Kehutanan  RI  di l i k u i d as i ,  maka 

se jak   waktu   i t u   per jan j i a n   p in j am   paka i   be lum sempat  

di t anda tangan i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  bahwa  keg ia tan  penambangan  batubara  yang  akan  

di l akukan  oleh  Penggugat  t i dak  berdampak  negat i f  karena  

di l aksanakan  di  kawasan  hutan  produks i  dan  te lah  di l akukan  

pene l i t i a n  amdal  ser ta  t i dak  ada  pernya taan  yang  negat i f  

dar i  masyaraka t  

sek i t a r nya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

               Menimbang,  bahwa te rhadap  sura t  Penggugat  

Nomor  :  605/DIR- DMH/VI /2008 ,   tangga l  30 Jun i   2008  per iha l  

Permohonan  I j i n  Pin jam  Paka i  Kawasan  Hutan  di  Kelompok  Hutan  

Rindu  Hat i  Reg.  75,  meskipun  Penggugat  te l ah  memi l i k i  

perse tu j uan  dan  melengkap i  persyara tannya  ser ta  memenuhi  

kewaj i bannya  yang  te l ah  d i t en tukan  sebe lumnya  namun te rnya ta  

dar i   p ihak  Tergugat  jus t r u  seba l i knya  ya i t u  te l ah  

menerb i t kan  Sura t  Keputusan  Nomor  :  S.139 /Menhut - I I / 2011  

Tangga l  15  Maret  2011  ten tang  Penolakan  Permohonan  Pin jam  

Paka i  Kawasan  Hutan  dar i  Penggugat ,  seh ingga  sura t  keputusan  

te rsebu t    menjad i  obyek  sengketa  dalam perkara  in i  (Buk t i  P-

12 = T- 6)  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dar i  has i l  pemer i ksaan  berkas  

Hal  81 dar i  89 ha l  Put .  No.  119/G/20 11/PTUN- JKT
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perkara ,  bukt i - bukt i  dan  saks i  yang  dia j ukan  para  pihak  

dimuka  pers i dangan ,  maka  menuru t  hemat  Maje l i s  Hakim  yang  

menjad i  permasa lahan  pokok  yang  harus  dipe r t imbangkan  dalam 

perkara  in i  ada lah  :  ”Apakah  t i ndakan  Tergugat  da lam 

menerb i t kan  Sura t  Keputusan  obyek  sengketa  a quo te l ah  sesua i  

dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  dan  Asas-

Asas  Umum  Pemer in tahan  yang  Baik  atau  t i dak? ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dar i  bukt i - bukt i  sura t  dan kete rangan  

saks i  yang  d ia j ukan  para  pihak  dipe rs i dangan  sebaga imana  

te lah  diu ra i kan  da lam  duduknya  perkara ,  sesua i  dengan  

kekhususan  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  dimana Hakim  bers i f a t  

akt i f ,  maka hanya  ala t  bukt i  yang  re levan  sa ja  yang  digunakan  

sebaga i  bahan  per t imbangan  Maje l i s  Hakim dalam  pemer iksaan  

perkara  in i ,  sedangkan  bukt i - bukt i  yang  i r r e l e van  te l ah  

dikesampingkan  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dida lam  keputusan  obyek  sengketa  a  

quo  p ihak  Tergugat  menyampaikan  pada pokoknya  bahwa menginga t  

le t ak  area l  yang  d imohon  Penggugat  berada  di  hutan  produks i  

yang  le taknya  di  tengah- tengah  hutan  l i ndung  r i ndu  hat i  dan  

untuk  t i dak  mengganggu  fungs i  hutan  l i ndung ,        maka 

permohonan   p in j am   paka i   kawasan   hutan   t i dak   dapat  

d ipe r t imbangkan .  Selan ju tnya  kawasan  hutan  te rsebu t  akan  

di l akukan  res to ras i  ekos is t em;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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               Menimbang,  bahwa berdasarkan  bukt i  P- 26 te l ah  

te rungkap  fak ta  bahwa  Tergugat  kembal i  menegaskan  mengenai  

kepast i an  fungs i  kawasan  hutan  lokas i  per tambangan  Penggugat  

dengan  menyatakan  bahwa  Keputusan  Menter i  Kehutanan  dan  

Perkebunan  (buk t i  P- 17)  mengenai  perubahan  fungs i  kawasan  

hutan  l i ndung  menjad i  hutan  produks i  masih  te tap  ber laku  dan  

berdasarkan  sura t  (buk t i  P- 16)  Penggugat  te l ah  mempero leh  

perse tu j uan  pr ins i p  penggunaan  kawasan  hutan  produks i  te tap  

se luas  kurang  leb ih  373 hekta r  d i  Kabupaten  Bengku lu  Prop ins i  

Bengku lu ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

               Menimbang,  bahwa  te rnya ta  se la i n  kawasan  

hutan  lokas i  per tambangan  Penggugat  te lah  di rubah  fungs inya  

sebaga imana  diu ra i kan  di  atas ,  Penggugat  juga  te l ah  memi l i k i  

perse tu j uan  pr ins i p ,  dan berdasarkan  bukt i  P- 28 sampai  dengan  

P- 35  permohonan  i j i n  p in j am  paka i  yang  d i t u j u kan  kepada  

Tergugat ,  Penggugat  te lah  memenuhi  kewaj i ban  dan  persyara tan  

yang  lengkap  untuk  di t i n dak l an j u t i  menjad i  i j i n  p in j am  paka i  

kawasan hutan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  substans i  keputusan  obyek  

sengketa  te rsebu t  d ia tas  ada lah  merupakan  peno lakan  

permohonan  i j i n  p in j am  paka i  kawasan  hutan  atas  nama  PT.  

Danau  Mashi tam  (Penggugat )  d i  Kelompok  Hutan  Rindu  Hat i  

Reg.75  untuk  keg ia tan  per tambangan  eksp lo i t a s i  

batubara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  fak ta  hukum  te rsebu t  d ia tas ,  

Maje l i s  Hakim berpendapat  bahwa sebe lum Tergugat  sampai  pada  
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kes impu lan  untuk  menerb i t kan  keputusan  obyek  sengke ta ,  

seharusnya  Tergugat  te r l eb i h  dahulu  mengumpulkan  semua fak ta  

yang  re levan  dan  mempert imbangkan  sega la  kepent i ngan  para  

pihak  yang  te rka i t ,  te ru tama  kepent i ngan  Penggugat  se laku  

pemohon  pin jam  paka i   kawasan  hutan  yang  te l ah  memenuhi  

persyara tan  dan  kewaj i ban  ser ta   te l ah  mendapat  perse tu j uan  

dar i  Menter i  Kehutanan  dan  Perkebunan  dengan  Keputusan  

Menter i  Kehutanan  dan  Perkebunan  Nomor  243/Kp ts - I I / 1999 ,  

Tangga l  27  Apr i l  1999  (  bukt i  P- 16  dan  P- 17)  sebaga imana  

te lah  diu ra i kan  di  atas ;   Oleh  karena  i t u  kepent i ngan  

Penggugat  harus  d i l i n dung i  dan  Tergugat  seharusnya  dapat  

member ikan  jaminan  kepas t i an  hukum bag i  inves tas i  Penggugat  

dan  jaminan  pemenuhan  pengharapan  yang  wajar  yang  t imbu l  

sebaga i  ak iba t  dar i  adanya  perse tu j uan - perse tu j uan  yang  te l ah  

dibe r i kan  sebe lumnya  o leh  ins tans i  te rka i t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa berdasarkan  per t imbangan- per t imbangan  

hukum te rsebu t  d i  atas ,  Maje l i s  Hakim  berkes impu lan  bahwa 

t i ndakan  Tergugat  da lam  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  obyek  

sengketa  a  quo  ber ten tangan  dengan  Sura t  Nomor  :  

13/Menhutbun- VI I / 1999  tangga l  6 Januar i  1999 (buk t i  P- 15)  dan  

Sura t  Nomor  :  S.60 /Menhut - I I / 2009  Tangga l  3  Pebruar i  2009  

(buk t i  P- 26)   yang  d ibua t  o leh  Tergugat  ya i t u  te l ah  

menimbulkan  ket i dakpas t i a n  hukum bag i  inves tas i  Penggugat  dan  

t i dak  memperhat i kan  ser ta  t i dak  mempert imbangkan  sega la  fak ta  

dan  kepent i ngan  para  pihak  yang  te rka i t ,  karenanya  t i ndakan  
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Tergugat  te rsebu t  te l ah  ber ten tangan  dengan  asas- asas  umum 

pemer in tahan  yang  baik ,   khususnya   asas   kepas t i an   hukum 

dan   Asas  Kepercayaan  ser ta  asas  Pengharapan .  Oleh  karenanya  

cukup  bera lasan  hukum bag i  Maje l i s  Hakim  untuk  menyatakan  

bata l  Sura t   Keputusan  obyek  sengketa  a  quo  dan  mewaj ibkan  

kepada  Tergugat  untuk  menerb i t kan  keputusan  yang  baru  ya i t u  

mengabulkan  sesua i  dengan  sura t  Permohonan  Penggugat  Nomor  :  

605/DIR/V I / 2008 ,  tangga l  30  Jun i  2008,  Per iha l  Permohonan  

Pin jam  Paka i  Kawasan;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa oleh  karena  keputusan  obyek  sengketa  

te lah  dinya takan  bata l  dengan  per t imbangan  hukum te rsebu t  d i  

atas ,  maka  pet i t um   gugatan  Penggugat  dapat  d ikabu l kan  

se lu ruhnya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  berada  pada  

pihak  yang  ka lah ,  maka b iaya  yang  t imbu l  da lam  perkara  in i  

d ibebankan  kepada  Tergugat  yang  besarnya  akan  di ten tukan  

dalam  amar  putusan  dibawah  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  kese lu ruhan  per t imbangan  hukum 

te rsebu t  d ia tas ,  Maje l i s  Hakim  berkes impu lan  bahwa  dal i l -

da l i l  gugatan  Penggugat  te l ah  te rbuk t i  d ipers i dangan  

sedangkan  dal i l - da l i l  bantahan  Terguga t  t i dak  te rbuk t i  

d ipe rs i dangan ,  o leh  karenanya  gugatan  Penggugat  harus lah  

dikabu l kan  untuk  se lu ruhnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  85 dar i  89 ha l  Put .  No.  119/G/20 11/PTUN- JKT
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Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  Penggugat  

dikabu l kan  untuk  se lu ruhnya ,  maka  Penetapan  Maje l i s  Hakim 

Nomor  :   119/G/2011 /PTUN- JKT.   Tangga l16  Agustus  ten tang  

Penundaan  Daya  Ber laku  Sura t  Keputusan  Tergugat  Nomor  :  

S.139/Menhut - I I / 2011 ,  Tangga l  15  Maret  2011,  Hal  :  Penolakan  

Permohonan I j i n  Pin jam Paka i  Kawasan Hutan  PT.  Danau Mashi tam  

di  Kelompok  Hutan  Rindu  Hat i  Reg.75  (obyek  sengketa ) ,   te tap  

sah  dan  ber laku  sampai  dengan  putusan  dalam  perkara  in i  

mempunya i  kekuatan  hukum te tap  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  bukt i - bukt i  yang  

dipe r t imbangkan  te l ah  dapat  menjawab permasa lahan  pokok  dalam 

perkara  in i ,  maka  bukt i - bukt i  la i n nya  t i dak  per lu  

dipe r t imbangkan  lag i ,  akan  te tap i  bukt i - bukt i  te rsebu t  te tap  

te r l amp i r  da lam  berkas  perkara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menginga t  keten tuan  pasa l - pasa l  da lam  Undang- Undang  

Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

sebaga imana  te l ah  diubah  dengan  Undang- Undang   Nomor   9 

Tahun   2004   dan   Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  ser ta  

keten tuan  hukum dan  pera tu ran  perundang- undangan  la i n  yang  

berka i t an ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

M E N G A D I  L I

DALAM PENUNDAAN :

Menyatakan  Penetapan  Maje l i s  Hakim  Nomor  :  119/G/2011 /PTUN-
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JKT.  Tangga l    16  Agustus  2011  ten tang  Penundaan  Daya 

Ber laku  Keputusan  Tergugat  Nomor  :  S.139/Menhut - I I / 2011 ,  

Tangga l  15  Maret   2011,  Hal  :  Penolakan  Permohonan  i j i n  

p in j am  paka i  kawasan  hutan  PT.  Danau  Mashi tam  di  Kelompok  

Hutan  Rindu  Hat i  Reg.75 ,  te tap  sah  dan  ber laku  sampai  

dengan  putusan  dalam perkara  in i  mempunyai  kekuatan  hukum 

te tap  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan  Gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  bata l  Sura t  Keputusan   yang  di te rb i t k an  

Tergugat  berupa  Sura t  Nomor  :  S.139/Menhut - I I / 2011 ,  

Tangga l  15  Maret  2011,  Hal  :  Penolakan  Permohonan  I j i n  

Pin jam Paka i  Kawasan Hutan  PT.  Danau Mashi tam d i  Kelompok  

Hutan  Rindu  Hat i  

Reg.75 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

3. Mewaj ibkan  kepada  TERGUGAT 

untuk  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Mencabut  Keputusan  Obyek Sengketa  ya i t u  Sura t  Keputusan  

Menter i  Kehutanan  Republ i k  Indones ia  (Terguga t )  Nomor  :  

S.139 /Menhut - I I / 2011  tangga l  15  Maret  2011  ‘ha l  

Penolakan  permohonan  iz i n  pin jam  paka i  kawasan  hutan  PT 

Danau  Mashi tam  di  Kelompok  Hutan  Rindu  Hat i  Reg.  

75 ’ ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  87 dar i  89 ha l  Put .  No.  119/G/20 11/PTUN- JKT
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- Menerb i t kan  keputusan  yang  baru   mengabulkan  permohonan  

PT Danau  Mashi tam  (Penggugat ) ,   untuk  member ikan  iz i n  

pin jam  paka i  kawasan  hutan  se luas  kurang  leb ih  373  

Hekta r  yang  te r l e t a k  di  Kelompok  Hutan  Sungai  

Rinduhat i - Sungai  Manggus  Keci l ,  Kecamatan  Taba  

Penanjung ,  Kabupaten  Bengku lu  Tengah  (dahu lu  Bengku lu  

Utara ) ,  Prop ins i  Bengku lu  yang  te rmasuk  dalam Kelompok  

Hutan  Rinduhat i  Regis te r  No.  75  kepada  Penggugat  untuk  

keg ia tan  penambangan  eksp lo i t a s i  batubara  dan  

pembangunan  sarana  prasarana  pendukungnya  sesua i  dengan  

Sura t  Permohonan  Penggugat  Nomor  :  605.DIR- DMH/VI /2008 ,  

tangga l  30  Jun i  2008,  Per iha l  Permohonan  Pin jam  Paka i  

Kawasan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Menghukum  Tergugat  membayar  biaya  perkara  yang  t imbu l  

da lam  perkara  in i  se jumlah  Rp.  174.000 , -  (Sera tus  tu j uh  

puluh  empat  r i bu  rup iah )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Demik ian  d ipu tuskan  da lam  Rapat  Permusyawara tan  

Maje l i s  Hakim pada har i  Kamis ,  tangga l  24 Nopember  2011,  o leh  

kami  JUMANTO, S.H.  sebaga i  Hakim  Ketua  Maje l i s ,  KASIM,  S.H.  

dan   I  NYOMAN HARNANTA, S.H. ,         masing- masing   sebaga i  

Hakim   Anggota .   Putusan    te rsebu t   d iucapkan   da lam 

pers idangan  yang  te rbuka  untuk  umum pada har i  SELASA, tangga l  

29 NOPEMBER 2011,   o leh  Maje l i s  Hakim te rsebu t  d i  atas  dengan  

diban tu  o leh  DIAH  KUMALA DEWI,  S.H. ,  sebaga i  Pani te ra  

Penggant i  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  dan  d ihad i r i  

o leh  Kuasa Hukum Penggugat  ser ta  Kuasa Hukum Tergugat .  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua  Maje l i s ,
Hakim- Hakim Anggota ,

     t t d
t td

  
JUMANTO, S.H.
KASIM,  S.H.  

t t d

I  NYOMAN HARNANTA, S.H .       

                                         Pani te ra  
Penggant i

t t d

                                               DIAH KUMALA 
DEWI,  S.H.

Rinc ian  Biaya  Perkara  :
1. Pendaf ta ran  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp.  

30.000 , -
2. A T K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp.     

50.000 , -
3. Panggi l an - pangg i l an ……………. Rp.   80. 000, -
4. Metera i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp.    

6.000 , -
5. Redaks i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp.   

5.000 , -
6. Leges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp.  

3.000 , -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  +

                              Jumlah       Rp.  
174.000 , -

                     ( Ser atus  tu juh  puluh  empat  r i bu  
rup iah )  
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